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Abstract

A. Pendahuluan

Mengkaji hubungan antara pemerintah Pusat dan jpaaierDaerah, dalam sejarah
ketatanegaraan Republik Indonesia senantiasa rkendiya tarik tersendiri. Hal ini
membuktikan bahwa masalah hubungan antara PusdDaah yang berlangsung selama ini
masih mencari bentuk, dan oleh karena itu berbagmya untuk menemukan format yang ideal
dan tepat, terus dikaji. Diharapkan jika telah mitan format ideal dan tepat, maka hubungan
itu dapat menjamin tetap tegaknya negara kesatuaselbagaimana diamanatkan oleh UUD
1945 (Muhamamad fauzan, 2006: 1).

Sejarah ketatanegaraan Rl menunjukkarwd&abebelum UUD 1945 diamandemen,
persoalan hubungan antara Pusat dan Daerah satajatdlas. Hal ini disebabkan Pasal 18
UUD 1945 beserta penjelasannya yang merupakan dandaukum mengenai pemerintahan
daerah, bukan hanya terlalu sederhana, tetapitid@amemberikan arahan yang jelas mengenai
bagaimana hubungan antara Pusat dan daerah ksatikzkan.

Berdasar ketentuan pasal 18 UUD 1945ktiterlalu jelas dengan cara dan proses
bagaimanakah hubungan antara Pusat dan Daeralaksashakan. Namun demikian, setidaknya
dapat diketahui secara pasti bahwa wilayah Negasattian Rl akan dibagi dalam daerah besar
dan daerah kecil, yang dalam implementasinya yanwksud dengan daerah besar adalah
provinsi, daerah kecil adalah kabupaten/kota darasawilayah lainnya.

Hal lain yang dapat disimpulkan dari ream Pasal 18 UUD 1945, adalah bahwa negara
RI adalah negara kesatuan dengan sistem desdikraRenentuan pilihan sebagai negara
kesatuan dengan sistem desentralistik inilah yaemibawa konsekuensi adanya urusan-urusan

pemerintahan yang harus didelegasikan kepada sgwimerintahan yang lebih kecil. Atau



dengan perkataan lain pilihan tersebut menjadk piingkal keharusan adanya pengaturan yang
jelas mengenai hubungan antara Pusat dan Daerah.

Pembagian urusan, tugas dan fungsi sariggting jawab antara Pusat dan Daerah
menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan patagan diselenggarakan oleh Pusat saja.
Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Dasttahberusaha mengatur dan mengurus
serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dedtgyaikian pengaturan mengenai hubungan
pusat dan daerah, merupakan permasalahan yang Iuksmerpengaturan yang baik,
komprehensif dan responsif terhadap tuntutan kemandlan perkembangan daerah.

Sejarah juga mencatat, bahwa hubungamaaPRusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh
adanya tarik menarik antara kepentingan Pusat ganderung sentralistik dan tuntutan Daerah
yang menghendaki desentralistik. Keadaan terseleuakibat timbulnya ketidak serasian
hubungan antara Pusat dan Daerah.

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun42@@ntang pemerintahan daerah, berarti
sampai saat ini telah ada tujuh UU yang mengatarep@tahan daerah. Ketujuh UU tersebut
adalah:

UU No.1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional daerah.

UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan daerah

UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerimidédeerah.
UU No. 18 Tahun 1966 Tentang Pokok Pemerintahamabae

UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

g. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
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Tulisan ini ingin mengkaji:
1. Bagaimanakah otonomi serta bentuk hubungan kekogseat dan daerah berdasar UU
No.5 tahun 19747
2. Bagaimanakah otonomi serta bentuk hubungan kekongmesat dan daerah berdasar UU
No.22 tahun 19997
3. Bagaimanakah otonomi serta bentuk hubungan kekungseat dan daerah berdasar UU
No0.32 tahun 20047



B. Dasar Pemikiran Perlunya Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemeritiéahah berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut aasasmi dan tugas pembantuan. Pemberian
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercéerwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembaatiaydan peran serta masyarakat. Di
samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkempu meningkatkan daya saing dengan
memperhatian prinsip demokrasi, pemerataan, keadkaistimewaan, dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistemaNegsatuan Republik Indonesia (UU NO.
32/2004).

Pemerintahan daerah dalam rangka menikgkat efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikbongan antar susunan pemerintahan
dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keagekaaa daerah. Agar mampu menjalankan
perannya tersebut, daerah diberikan kewenangansglngs-luasnya disertai dengan pemberian
hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daesbdmdkesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan primsgmomi seluas-lusnya dalam arti daerah
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semmsarupemerintahan di luar yang menjadi
urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam UDagrah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peniagkaperan serta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada patamglkesejahteraan rakyat. (UU NO.
32/2004).

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanagula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalakuspiansip bahwa untuk menangani urusan
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wegedan keawjiban yang senyatanya telah
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan ber&agesuai dengan potensi dan kekhasan
daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi Isegiap daerah tidak selalu sama dengan
daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otongang bertanggung jawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus bemartsejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memypakdn daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utamagian nasional. (UU NO. 32/2004).

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjkeserasian hubungan antara Daerah
dengan Daerah lainnya, artinya mampu membanguna kegma antar-Daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegaip&egan antar daerah. Hal yang tidak
kalah penting bahwa otonomi daerah juga harus mamgnjamin hubungan yang serasi antar-
Daerah dengan Pemerintah Pusat. Otonomi harus netapaga keutuhan wilayah Negara dan
tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonedardrangka mewujudkan tujuan negara.
(UU NO. 32/2004).

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakaalagjdengan tujuan yang hendak dicapai,
Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupabeean pedoman seperti dalam
penelitian, pengembangan, perencanaan, dan permjawB$ samping itu, diberikan pula
standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisngendalian, koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib membeiffiksifitasi yang berupa pemberian peluang
kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerahdalgan melaksanakan otonomi dapat
dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengamaturan perundang-undangan. (UU NO.
32/2004).



C. Model Hubungan Pusat dan Daerah

Hal yang harus diatur dan diurus oleh aaedak lain urusan-urusan tertentu yang
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerak drgelenggarakan atas inisiatif kebijakan
sendiri. (YW Sumindhia, 1987:8).

Terdapat 2 model hubungan antara pusaddarah, hal ini sebagaimana dikemukakan
oleh Kevanagh, yang meliputi:

1. Model Pelaksana (Agency Model)

Dalam model ini, pemerintah daerah semata-mategdam sebagai pelaksana oleh pemerintah
pusat.

2.Model Mitra (Partnership Model)

Model ini mengatur bahwa pemerintah daerah mensilildtu tingkat kebebasan tertentu untuk
melakukan pemilihan di daerahnya.

Penyerahan urusan pemerintahan oleh Rapatia daerah sebagai urusan rumah tangga
daerah merupakan konsekuensi dianutnya prinsimtteieasi sebagaimana diatur dalam Pasal
18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Pemerintatzemah propinsi dan daerah kabupaten
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pgafgan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Urusan rumah tangga daerah hakikatnya bdrsudari otonomi dan tugas pembantuan
(medebewind). Otonomi dan tugas pembantuan bersupdma paham desentralisasi. Oleh
karena itu tidak tepat bahkan keliru, ketentuangyarembatasi pengertian desntralisasi dalam
kerangka otonomi. Tugas pembantuan dipandang sebagaatu di luar desentralisasi. Baik
otonomi maupun tugas pembantuan adalah bentukdbdaetentralisasi (Bagir Manan, 1999:2).

Di Indonesia, otonomi diartikan sebagai &eangan daerah otonom untuk mengaturdan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menuakBrga sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat. Dengan demikian, maka dalam merumuskatau muatan otonomi, Pasal 18 ayat
(5) harus diletakkan dalam perspektif Pasal 1 #yptUUD 1945 yang menentukan bahwa
Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Olehakértenpemberian otonomi kepada daerah
tersebut adalah dalam kerangka Negara KesatudbaRim kaitan ini, Bagir Manan menyatakan
bahwa, prinsip yang terkandung dalam negara kesatisdah bahwa pemerintah pusat
berwenang untuk campur tangan yang lebih intertesifadap persoalan-persolan di daerah
(Bagir Manan, Majalah Padjajaran Jilid V,1974:39-37

Namun demikian yang perlu diperhatikan akalparadigma pemerintahan daerah
sekarang tidak lagi bersifat sentralistik, sebagaiandiatur dalam UU No. 5 Tahun 1974,
melainkan lebih bersifat desentralistik sebagaimdiatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang
kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 seid® 1945 hasil amandemen. Oleh
karena itu campur tangan pusat kepada daerah barmgdap persoalan-persoalan yang bersifat
nasional.

Penyerahan urusan-urusan tertentu kepadeald untuk diurus dan diatur atas dasar
prakarsa dan kepentingan masyarakat daerah, tigakadikan daerah seperti negara dalam
negara. Dengan daerah tidak mempunyai kebebasan af#solut, walaupun sistem otonomi
yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 194&bat di atas adalah otonomi yang seluas-
luasnya. Pusat masih tetap mempunyai peran dansifungtuk mengawasi jalannya
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi pelayanan akan berakibat pada kbbat anggaran yang besar. Pendapatan
daerah makin hari makin tidak mencukupi untuk medalakan tugasnya. Untuk memungkinkan



pelayanan berjalan baik, pusat dan daerah tingkdt lhtas hrus memberikan bantuan keuangan
kepada daerah, atau urusan tertentu dialihkan mhenjaisan pusat dan secara keseluruhan
dilaksanakan sendiri oleh pusat atau melalui tpgasbantuan.

Kewajiban pemerintah pusat bertanggung ljasexara nasional secara keseluruhan, dan
pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meragikam ketentuan dari pusat agar tidak
terjadi benturan-benturan dan agar mengetahui gk untuk mengambil inisiatif dalam
pemenuhan kebutuhan setempat yang tidak atau bdlkemjakan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah berkewajiban memadukan antaentiegan nasional dengan kepentingan
lokal.

Pusat bertanggung jawab menjamin keutulegana kesatuan menjamin pelayanan yang
sama untuk seluruh rakyat negara (equal treatmemtpjamin keseragaman tindakan dan
pengaturan dalam bidang-bidang tertentu (asasramits) (Hans Kelsen dalam Bagir Manan).

Pembatasan atas keleluasaan daerah dakmgatar dan mengurus urusan rumah
tagganya dengan beberapa kewajiban tersebut, nk@mp@nsekuensi logis dianutnya prinsip
negara hukum dalam UUD 1945.

Menurut paham klasik negara hokum memauaiyri-ciri sebagai berikut:

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatdouhgan
antara pemerintah dan warganya.

2. Ada pembagian kekuasaan yang secara khusus mengaiai
kekuasaan kehakiman yang merdeka.

3. Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah.

4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.

5. Ada jaminan persamaan di muka hokum dan jaminan
perlindungan hukum.

6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan perhannta
didasarkan atas hukum (UU).

Berdasarkan ciri-ciri negara hukum tersebut di,at@ka unsur pemencaran kekuasaan negara
sebagai upaya membatasi kekuasaan pemerintahegatarsangat erat kaitannya dengan rumah
tangga. Penyerahan atau membiarkan ataupun menigakhagai urusan pemerintahan diatur
dan diurus sebagai urusan rumah tangga daeratgamdung arti bahwa pusat membatasi
kekuasaannya untuk tidak mengatur dan mengurusutagan pemerintahan tersebut (Sudargo
Gautama, 1973:36).

Perkembangan konsep negara hokum klasikegara hokum modern adalah negara
harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakathyegara harus menciptakan
kemakmuran dan keamanan sosial, bukan hanya keansmmgata saja. Dengan demikian,
negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kegamtimmum. Konstruksi negara hokum
modern semacam ini disebut juga negara hokum datdinuas atau formal yang melahirkan
suatu “welfarestate” atau dikenal dengan nama Nel§asejahteraan.

Dalam kepustakaan Barat disebut sebagabxgingsstaat atau social rechsstaat. Salah
satu prinsip negara hokum adalah adanya pembagrapeambatasan atas kekuasaan negara atau
pemerintah. Oleh karena itu dalam konteks daeralveRangan yang diberikan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan runmggdadaerah merupakan cara untuk
membagi kekuasaan dengan membatasi hak pemerugahaias beberapa urusan pemerintahan
daerah. Cara ini sebagai ujung tombak penyelenggameemerintahan negara karena



berhubungan langsung dengan masyarakat, dan ditwmiwk dapat mewujudkan fungsi
pelayanan umum dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayamaom oleh daerah, akan mempengaruhi
perwujudan dari dianutnya konsep negara hokum dakdinmateriil atau negara kesejahteraan
sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukd#n 1B45, yakni: “....... Melindingi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daddnesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bargsakut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian aballedditan sosial’.

Selaras dengan dianutnya konsep negaranhalalam arti luas yang menimbulkan
konsekuensi sebagai negara kesejahteraan, makahdsedvagai satuan pemerintahan terendah
sesuai dengan semangat desentralisasi dan kenaangimg digariskan dalam Pasal 18 ayat (5)
UUD 1945, mempunyai kebebasan untuk mengatur damguorus penyelenggaraan
pemerintahannya, sepanjang dalam koridor hokum oeewujudkan kesejahteraan serta
kemamuran masyarakatnya.

D. Asas-Asas Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pasatiakrah dalam konteks negara kesatuan
merupakan suatu yang sangat penting untuk dikagi dlanalisis agar tidak terdapat kendala
dalam penyelenggaraan pemerintahan secara kesaurkiblahiran suatu pemerintahan tingkat
daerah adalah konsekuensi adanya konsep pembamapethbatasan kekuasaan sebagai salah
satu unsure negara hokum.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam tatdaesmitis dikenal adanya pembagian
kekuasaan secara horisontal dan vertikal. Pembagikmasaan secara horizontal adalah suatu
pembagian kekuasaan yang kekuasaan dalam suatrardagi dan diserahkan kepada tiga
badan yang mempunyai kedudukan yang sejajar, Vedkuasaan eksekutif yang diserahkan
kepada pemerintah, kekuasaan legislative kepadanpem dan kekuasaan yudikatif kepada
badan peradilan. Sedangkan pembagian kekuasaara seedical, yaitu suatu pembagian
kekuasaan antara pemerintah nasional atau pusgamlesatuan pemerintah lainnya yang lebih
rendah. Pembagian kekuasaan secara vertical térsddam lebih jelas apabila dilakukan
perbandingan antara negara kesatuan, federasodéederasi.

Pembagian kekuasaan secara vertical d&tameks negara Indonesia berdasar pada
Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 yat (1), dan Pasal 18(ay&UD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
menentukan bahwa: “Negara Indonesia ialah negaeatkan, yang berbentuk republik”.
Kemudian Pasal 4 ayat (1) menentukan: “PresideruBligplindonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Udang-Undang dasar’. Pasalya8 (1) menentukan bahwa: “Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerarabganmopinsi dan daerah propinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisdiupaten, dan kota mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersklaias, maka dapat dikatakan bahwa konsep
pembagian kekuasaan secara vertical merupakan lsoiadep yang dianut secara formal dalam
negara kesatuan Republik Indonesia atau dengansauniain dapat disimpulkan bahwa terdapat
pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dpageerintah daerah.

C.E Strong menyatakan bahwa yang dimakiman negara kesatuan adalah bentuk
negara yang wewenang legislative tery tinggi difkesa pada badan legislative nasional/pusat.
Kekuaasaan legislative tidak terletak pada pensrirdaerah. Pemerintah pusat mempunyai
wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaanpgd&eaerah berdasarkan hak otonomi,



teta[pi tahap terakhir tetap pada pemerintahantpdadi kedaulatannya baik ke luar maupun ke
dalam sepenuhnya terletak pada pemerintahan gbakm suatu negara kesatuan pemerintah
nasional bisa, dan biasanya memang melimpahkanakangas kepada kota-kota, kabupaten-
kabupaten, atau satuan pemerintah lokal atau ragidlamun, otoritas ini dilimpahkan oleh
undang-undang yang disusun oleh DPR nasional.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakahwé indicator suatu negara
diklasifikasikan sebagai negara kesatuan meligytkédaulatan tertinggi ada pada pemerintah
nasional; (2) penyerahan suatu kekuasaan atau \eegdm@pada satuan satuan pemerintah local
hanya dapat dilaksanakan atas kuasa UU yang ddbelatbadan legislative nasional; dan (3)
tidak ada satuan pemerintah yang lebih rendah yaargpunyai sifat staat.

Penyerahan urusan pemerintahan nasionatieegatuan pemerintahan yang lebih rendah
membawa konsekuensi diadakan pembagian wilayahranedglam daerah besar dan kecil.
Beberapa sebab dianutnya pembagian kekuasaan sedaral meliputi:

a. Kemampuan pemerintah berikut perangkatnya yangledaerah terbatas;

b. Wilayah negara yang sangat luas;

c. Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh daralaeghacam kepentingan dan
kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pelosglanm,;

d. Hanya rakyat setempatlah yang mengetahi kebutegpentingan dan masalah yang
dihadapi dan hanya mereka yang mengetahui bagaicamaayang sebaik-baiknya untuk
memenuhi kebutuhan tersebut;

e. Dilihat dari segi hokum, UUD 1945 Pasal 18 menjaadanya daerah dan wilayah;
Adanya sejumlah urusan pemerntahan yang bersifdhekahan dan memang lebih
berdaya guna jika dilaksanakan di daerah;

g. Daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang cukigmadai untuk
menyelenggarakan urusan rumah tangganya, maka tdds@si dilaksanakan
dalampenyelenggaraan pemerintahan di daerah.

=h

Pasal 18 Uud 1945 hasil amandemen merupakan lan#tasatitusional pemerintahan daerah,
memuat paradigma baru dan arah politik pemerintdanah (Bagir Manan hal 8-17).
1. Prinsip daerah mengatur dan menurus sendiri urpearerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan;
2. Prinsip menjalankan otonomi se,uas-luasnya (P&sayat 5);
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasghii®)a
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyianakam adat beserta hak-
hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2);
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan tagaag bersifat khusus
dan istimewa (Pasal 18 ayat 3);
6. Prinsip hubungan Pusat dan Daerah harus dilaksarsd@ara selaras dan adil
(Pasal 18 ayat 2).
Hilangnya pencantuman desentralisasi dan dekomsensebagai asas penyelenggaraan
pemerintahan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 194%ketsmenurut Bagir Manan merupakan
temuan para pembentuk UUD, hal itu untuk menghinkl@asi-kreasi yang menyimpang dari
makna dan tujuan pemerintahan daerah.
Sejarah menunjukkan bahwa sebelum PasalUUB 1945 diamandemen terdapat
kreativitas yang menyimpang dari semangat dan ndhksuta tujuan pemerintahan daerah.



Kreasi yang menyimpang dari semangat Pasal 18 U5 justru sebagai akibat dari pendapat
Soepomo yang kemudian dijadikan sebagai penjeldsdn 1945.

Kreativitas menyimpang tersebut dapahalildalam UU tentang pemerintahan daerah
yang pernah berlaku yang mengamanatkan adanyaahilagministrative sebagai pelaksanaan
asas dekonsentrasi. Pasal 2 UU No. 5 Tahun 197énmhé@mn bahwa: “Dalam penyelenggaraan
pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik dedia dibagi dalam Daerah-Daerah
Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif. Demikigaga UU No. 22 Tahun 1999 masih
mengamanatkan adanya wilayah administrasi, haldiaiur dalam Pasal 2 ayat (2) yang
memberikan kedudukan Daerah Propinsi disampinggsel@aerah otonom juga sebagai wilayah
administrative. Sedangkan dalam UU No. 32 Tahur2G0 tersebut tidak dijumpai lagi, hal ini
dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 2 ayat §hgymenentukan bahwa: “Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah psogan daerah propinsi dibagi atas kabupaten
dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintdaarah”. Dan ini harus dipahami secara
utuh dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) sebagaitelahadisebutkan di atas.

Hilangnya desentralisasi dan dekonsensalsagai asas penyelenggaraan pemerintahan
dari Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen, dalam ekti§peoritis merupakan sesuatu yang
wajar, karena pengertian umum desentralisasi adaéip bentuk atau tindakan memencarkan
kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasitajakatau pejabat. Dengan demikian,
dekonsentarsi dalam pengertian umum dapat dipandebggai bentuk desentralisasi, karena
mengandunh makna pemencaran (Bagir Manan, hal. 10).

Pengertian Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Secara etimologis istilah desentralisasage dari bahasa Latin yang berarti de = lepas,
dan centrum = pusat. Dengan demikian berarti mslegadari pusat. Dari sudut ketatanegaraan
yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpkbkuasaan Pemerintah dari pusat kepada
daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri

Beberapa pakar berusaha untuk memberikanefinisian mengenai desentralisasi dengan
berbagai variasi dan perkembangannya. Menurut Smpéhdelegasian kekuasaan dari tingkat
tertinggi ketingkat yang lebih rendah, dalam hinarterritorial meliputi dua aspek, pertama
syarat pembatasan wilayah karena adanya pembagyatortal negara. Kedua, penyerahan
wewenang.

Rondinelli dan Cheema, Desentralisasi aidgbenyerahan perencanaan, pembuatan
keputusan atau kewenangan administrative dari petakrpusat kepada organisasi-organisasi
tingkat bawah, kesatuan-kesatuan administrasi daesami otonomi dan organisasi (Bayu
Surianingrat, 1980:3).

J.H.A Logemann Desentralisasi adalah, jlekerjaan penguasa negara dilimpahkan
kepada persekutuan-persekutuan yang berpemerirgehdiri (The Liang Gie, hal. 10).

Memperhatikan uraian di atas, maka dapsimgulkan bahwa desentralisasi adalah
pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuastentu dan bidang-bidang kegiatan
tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertigaipaninisiatif dan administrasi sendiri.
Dalam desentralisasi akan dijumpai proses pembantulaerah yang berhak mengatur dan
mengurus kepentingan daerahnya, disertai dengatefegasian kewenangan-kewenangan atau
kekuasaan atas pengelolaan urusan atau kegiatamntter

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 pengertian aigabsasi dirumuskan dalam Pasal 1 huruf
(e) bahwa: Desentralisasi adalah penyerahan wegepamerintahan dari Pemerintah kepada
Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Riepudbbnesia.



Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 &ydtly No. 32 Tahun 2004, Desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pertaekepada Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalatemsidlegara Kesatuan Republik
Indonesia.

Boenjamin Hoessein menyatakan bahwa konssgndralisasi yang dikembangkan dalam
hukum positif Indonesia memperlihatkan arahnya #ap&onsep penyerahan wewenang
pemerintahan dari/oleh eksekutif tingkat pusat Hepdaerah otonom. Desentralisasi dibatasi
pada lingkup wewenang pemerintahan yang menjadpktensi eksekutif (Boenjamin Hoessein,
2002:24).

Kekacauan pemahaman tentang desentralisgsipalra pembuat UU juga dikemukakan
oleh Bagir Manan dalam mengomentari UU No. 5 Tah@ird maupun UU No. 22 Tahun 1999.
Kedua UU tersebut telah mencampur adukan antaenttasasi dan otonomi. Desentralisasi
adalah otonomi, sedangkan desentralisasi tidak simgan otonomi.Otonomi hanya salah satu
bentuk desentralisasi. (Bagir Manan).

Desentralisai dimaksudkan untuk memperlamoda pemerintahan, mengingat bahwa
Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri dari benilbu pulau yang besar dan kecil, serta
masyarakat yang pluralistic dari segi agama, budayeras atau suku serta aspek-aspek lainnya
yang berbeda-beda bentuk dan coraknya, sehinggaerféah Pusat tidak mungkin dapat
menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apakeimla sesuatunya diputuskan dan
dilaksanakan sendiri. Karena itu, kepada daeralatadiberikan wewenang mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkasil guna dan daya guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayamedap masyarakat dan pembangunan.

Desentralisasi di Indonesia dilaksanalsmbagai akibat dari: (1) luasnya wilayah
Indonesia; (2) ketidak mampuan pemerintah pusatkumienyelenggarakan semua urusan
pemerintahan; (3) keadaan Indonesia yang plugligt) untuk terciptanya daya guna dan hasil
guna pemerintahan dan pembangunan (Koesoemahath@dfall).

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pentenian, desentralisasi antara lain bertujuan
“meringankan” beban pekerjaan Pusat. Dengan dedieasi tugas dan pekerjaan dialihkan
kepada Daerah. Pusat dengan demikian dapat meransaérhatian pada hal-hal yang
bersangkutan dengan kepentingannasional atau negeaea keseluruhan (Bagir Manan, hal 62-
63).

Mendagri Hari Sabarno menyatakan bahwaatujutama yang ingin dicapai melalui
kebijaksanaan desentralisasi yaitu: tujuan potiak tujuan administrative. Tujuan politik akan
memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mediumgkanipolitik bagi masyarakat di tingkat
lokal dan secara agregat akan berkontribusi padaligi€an politik secara nasional untuk
mencapai terwujudnya civil society. Sedangkan tujuministrative akan memposisikan
Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan dikaindokal yang berfungsi untuk
menyediakan pelayanan masyarakat secara efeldigreflan ekonomis (Hari Sabarno, 2002:2).

Sejalan dengan pendapat tersebut, identtefisasi yang terwujud dalam konsep
otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pesaysad masyarakat. Oleh karena itu dalam
desentralisasi terdapat 3 dimensi utama, yaituapert dimensi ekonomi, rakyat memperoleh
kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan akegltbnominya sehingga mereka
secara relatif melepaskan ketergantungannya tephadatuk-bentuk intervensi pemerintah,
termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembamgyang berorientasi pada
ekonomi kerakyatan.Dalam konteks ini, eksploitasner daya dilakukan untuk kepentingan
masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokaldua dimensi politik, yakni berdayanya



masyarakat secara politik yang ditandai dengansiega ketergantungan organisasi-organisasi
rakyat dari pemerintah. Ketiga, dimensi psikologiakni persaan individu yang terakumulasi

menjadi perasaan kolektif, bahwa kebebasan mermmtuilasib sendiri menjadi sebuah

keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa @asat lebih hebat dari pada orang
daerah, dan sebaliknya.(Laode, hal 98).

E. Hakikat Otonomi Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilzdgs daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kate®y masing-masing mempunyai pemerintah
daerah (ps 2 UU no 32/ 2004).

Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidenjurus pada semangat
pembentukan daerah berdasarkan kesukuan. Masagben) Belanda wilayah kita terbagai atas
Provinsi, Karesidenan, Kabupaten/Kota, Kawedandam Kecamatan.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintaBaerah, dalam ketentuan umumnya
menyatakan:

a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otamiuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kegant masyarakat setempat
sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

b. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus unsaerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lz@kdas aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan peminglaerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

d. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaurumpenyelenggara
pemerintahan daerabh.
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Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yatitos dan nomos autos berarti sendiri.
nomosberarti aturan. Pengertian menurut Undang-undang§2Ndahun 2004otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otormdok unengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakanzsatesesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian dimungkinkan suatu dagmf@ kebetulan memiliki kelembagaan
sosial dan budaya dapat berpengaruh dalam penggarbatonomi daerah yang bersangkutan,
yang berbeda sama sekali dengan daerah otonom lgemgSebut saja, misalnya Aceh dan
Papua. Di Aceh atau NAD memilikvali Nanggroedan Tuha Nanggroeyang merupakan
lembaga bagi pelestariaan penyelenggaraan kehicagtn budaya, dan pemersatu masyarakat
NAD. Di NAD diberlakukan syari‘at Islam dengdahkamah Syari’aimya. Oleh karena itu, di
NAD zakat merupakan salah satu sumber Pendapataib#@erah (PAD). Di Provinsi Papua,
dikenal adanya MRP (Majelis Rakyat Papua). MRP pe&kan perwakilan (representasi)
kultural orang asli Papua yang memiliki wewenantamtarangka perlindungan hak-hak asli
orang Papua.

Dengan demikian, otonomi daerah dimaksudkan umieaberdayaan masyarakat,
yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalarermanaan, dan pelaksanaan pembangunan
di daerah masing-masing. Demikian juga dalam hatilgean. Pemilikan maksudnya adalah
sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikeldkh suatu pemerintahan desa misalnya,
tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah gb@merintah daerah. Pemerintah desa dalam
meningkatkan pendapatannya bisa memiliki Badan &39dhik Desa, bekerja sama dengan
pihak ketiga dan melakukan pinjaman. Di sini jugdithat pentingnya partisipasi atau peran

serta masyarakat dalam otonomi daerah.

F. Pembentukan Daerah Otonom
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasabtagmerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yangsimgamasing mempunyai
pemerintahan daerabh.
b. Pembentukan daerah ditetapkan dengan undang-undahgembentukan daerah berisi
nama daerah yang dibentuk, cakupan wilayah, baihs, kota, kewenangan

menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukabgbekepala daerah, pengisian
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keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendapagaiatan dan dokumen serta
perangkat daerah.

c. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan pfeelokrarah atau bagian daerah
yang bersandingan atau pemekaran dari satu daeeafadn dua daerah atau lebih.
Daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah afzbila daerah yang
bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonacmeirad. Penghapusan dan
penggabungan daerah otonom dilakukan setelah mgtmbhses evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghapusgrenggabungan daerah otonom
ditetapkan dengan UU.

Wilayah Indonesia amat luas dibagklam dengan negara-negara tetangga lainnya.
Sebagai perbandingan luas wilayah Indonesia 1.00%#¥, Thailand 514.000 k# Vietnam
329.750 km, Filipina 300.000 krd, Malaysia 329.750 k& dan Singapura 684 Kk Bisa

dibayangkan betapa tidak mudah mengelola negam lyagitu besar. Kenyataan yang dialami
dalam pembangunan di Indonesia terjadi ketimparagdara pemerintah pusat dengan daerah
maupun antar-daerah itu sendiri.

Dalam usaha mendekatkan pemerintah dengantrgiaydan peningkatan kesejahteraan
rakyat secara keseluruhan, maka pemerintah daebpah dtonomi daerah. Di setiap daerah
otonom dibentuk Pemerintah Daerah. Sampai sagtunmiah pemerintah daerah di Indonesia
sudah mencapai 33 provinsi dan kurang lebih 436ipaten/kota, dengan jumlah penduduk
lebih kurang 210 juta jiwa.

G. Pembagian Daerah Menurut UU No 32/2004

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilzdgs daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kategy masing-masing mempunyai pemerintah
daerah (ps 2 UU no 32/ 2004). Pemerintah proyiasg berbatasan dengan laut memiliki kewe-
nangan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dgiis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah
perairan kepulauan (ps 18 ayat (4) UU no 32/20843s ini bertentangan Deklarasi Pemerintah
R.I dan telah dikukuhkan melalui UNCLOS serta tetitatifikasi dengan UU no 6/1996 ttg

Perairan Indonesia.
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Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidednjurus pada semangat
pembentukan daerah berdasarkan etnik atau sulr.kitMasa penjajahan Belanda wilayah kita
terbagai atas dasar pembagaian sub kultur dendgsntdknya daerah Karesidenan. Yang
selanjutnya terbagi habis menjadi : Provinsi, Kaessan, Kabupaten/Kota, Kawe-danaan, dan
Kecamatan.

Globalisasi yang meyebabkan adanya global Par@daisbit, 1987 : 55) jangan sampai
menyemangati pemekaran wilayah atas atas dasarelmnad kebudayaan sehingga
menimbulkan benturan budaya yang berakibat pecahegara nasional (Huntington, 1996 :
100). Oleh karena itu kita perlu perhatian khupasla wilayah yang dilalui Alur Laut
Kepulauan Riau, Resiau Kepulauan, Kalimantan BdBamngka-Belitung, Banten, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, Pulau Lombok serta Malbkaluku Utara yang beberapa saat lalu
hingga kini tetap ber-gejolak, baik yang berupafkorfisik maupun konflik non fisik (kei-

nginan memisahkan diri dengan membentuk provinsi)ba

Pembagian Urusan Pemerintahan pada Daerah Otonom

a. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasylaasituk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas otalzontugas pembantuan.

b. Terdapat enam urusan pemerintahan yang tidak tisamekepada pemerintahan daerah,
yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanarstigi, moneter dan fiskal nasional, dan
agama.

c. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahaerati provinsi merupakan
urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

- penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteramayanakst;

- penyediaan sarana dan prasarana umum;

- penanganan bidang kesehatan;

- penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumbermdayasia potensial;
- penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

- pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupatian/k
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fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, danengah termasuk lintas
kabupaten/kota;

pengendalian lingkungan hidup;

pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

pelayanan administrasi umum pemerintahan;

pelayanan administrasi penanaman modal termadials lkabupaten/kota;
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang beapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota; dan

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratpesundang-undangan.

d. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihanlipogi urusan pemerintahan yang

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatks@jahteraan masyarakat sesuai

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulamka@ang bersangkutan.

e. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintateerath untuk kabupaten/kota

merupakan urusan yang berskala kabupaten/kotautielip

perencanaan dan pengendalian pembangunan;
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteramayanakst;
penyediaan sarana dan prasarana umum;

penanganan bidang kesehatan;

penyelenggaraan pendidikan;

penanggulangan masalah sosial,

pelayanan bidang ketenagakerjaan;

fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, darengabh;
pengendalian lingkungan hidup;

pelayanan pertanahan;

pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

pelayanan administrasi umum pemerintahan;

pelayanan administrasi penanaman modal;
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratpesundang-undangan.
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f.

a.

f.

g.

Urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifabgsilimeliputi urusan pemerintahan

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk menkagk&esejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi umggalkerah yang bersangkutan.
E. Hak dan Kewajiban Daerah Otonom
Hak Daerah Otonom:

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintabanny

b. memilih pimpinan daerah;

c. mengelola kekayaan daerah;
d.
e

. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber diEya dan sumber daya lainnya

memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

yang berada di daerah;
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;

mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam perafpeamndang-undangan.

Kewajiban Daerah Otonom:

a.

-~ o 2 o T

= @

melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatiaankerukunan nasional, serta

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
mengembangkan kehidupan demokrasi;
mewujudkan keadilan dan pemerataan;
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umungyagak;
mengembangkan system jaminan sosial,
menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
melestarikan lingkungan hidup;

mengelola administrasi kependudukan;

. melestarikan nilai sosial budaya;

membentuk dan menerapkan peraturan perundang-um@angesuai
kewenangannya; dan

kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan
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F. Tugas dan Wewenang K epala Daerah dan DPRD

Tugas dan Wewenang K epala Daer ah:

a.

memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah laekdaskebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD;

mengajukan rancangan Perda;

c. menetapkan Perda yang telah mendapatkan persehgusama DPRD;

g.

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentand k&ada DPRD untuk dibahas
dan ditetapkan bersama;

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

mewaikili daerahnya di dalam dan di luar pengadittan dapat menunjuk kuasa hokum
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundadgngan; dan

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dpeganran perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang DPRD:

a.

membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daetak mendapat persetujuan
bersama,;

membahas dan menyetujui rancangan Perda tentand AftBsama dengan kepala
daerah;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Bandgeraturan perundang-
undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBRBjakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dandtegasternasional di daerabh;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepseahdwakil kepala daerah
kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri b&@RD provinsi dan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupatsta/k

memilih kepala daerah dalam hal terjadi kekosonaglatan wakil kepala daerah;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pe¢atermtaerah terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sderaasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerabh;

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban &eja&rah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah;
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i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerabh;

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dpéarypelenggaraan pemilihan
kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samaa daerah dan dengan pihak

ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

G. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Ditinjau dari aspek sejarah, ada yang é&mdppat bahwa masyarakat lokal Indonesia belum
terbiasa dengan pemerintahan yang otonom. Pentlgabut tidak sepenuhnya keliru, tetapi
juga tidak sepenuhnya benar. Sebelum penjajah 8&ldatang (1596), wilayah RI yang luas ini
merupakan kumpulan kerajaan-kerajaan mandiri, y@nigasis suku.

Kekuasaan Belanda di Indonesia juga tidaarsepenuh di seluruh Nusantara, dalam arti
menempatkan kantor pemerintahan diseluruh NusarBatanda hanya mengatur pemerintahan
yang modern di Pulau Jawa, dan Madura, serta Swemdtapun masih sederhana. Dengan
demikian pada masa lalu Nusantara sebenarnya beatata sistem pemerintahan yang otonom.
Otonom dalam artian sebagai bangsa sendiri, baAgea, Papua, Bugis, Maluku, Ternate,
Tidore, dan sebagainya. Mereka otonom karena meddah kerajaan yang berdaulat.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia, pemgan liku-liku yang menegangkan. UU No. 1
tahun 1945, merupakan UU pertama yang mengatuartignpembentukan Komite Nasional
Daerah, sebagai pelaksana pemerintahan daerahn itbpoya terbatas di Pulau Jawa dan
Madura.

UU No. 1 tahun 1945 ini kemudian diganthgen UU No. 22 tahun 1948. UU ini memuat
otonomi yang luas kepada daerah. Dengan dikelnagilga UU No. 32 tahun 2004, tentang
pemerintahan daerah, berarti sampai saat ini t@tlhtujuh UU yang mengatur pemerintahan
daerah. Ketujuh UU tersebut adalah:

1. UU No.1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional daerah.
UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan daerah
UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerimtdeerah.
UU No. 18 Tahun 1966 Tentang Pokok Pemerintahamabae
UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di daerah.
UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

o gk~ wDn
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7. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Tentang Pemerintahan Daerah yangraslakunya paling lama adalah UU No. 5
Tahun 1974. Masa berlakunya berkisar 25 tahunkBat@aan otonomi daerah sebagaimana yang
telah disinggung di atas, memang merupakan magalad sensitif di Indonesia. Hampir setiap
pemberontakan bersenjata di daerah selalu memfieaadaesarnya hegemoni pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah. Daerah-daerah kaydi $speh, Papua, dan Riau serta Kalimantan
Timur merasakan ketidak adilan yang sangat nyathal® hasil daerah-daerah tersebut sangat
banyak yang disedot untuk pemerintah pusat, tetapgat sedikit yang dikembalikan untuk
pemerintah daerah setempat.

Empat UU pemerintahan daerah, yang besabelum UU No. 5 Tahun 1974 semuanya
menganut otonomi yang luas. Tetapi UU tersebutyudianggap sebagai biang kekacauan yang
selalu terjadi antara pemerintah pusat dan dadbEmgan kata lain, UU tersebut akan
menimbulkan disintegrasi bangsa.

Alasan tersebut menjadi landasan peitadriorde baru dalam menyusun UU No. 5 Tahun
1974, Tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengaeuatangat sentralisasi yang kental.
Apabila di Jakarta Presiden memegang hegemonidaphpenyelenggaraan pemerintahan dan
negara, maka di daerah UU No. 5 Tahun 1974, p@saléhegaskan bahwa kepala daerah adalah
penguasa tunggal di daerah. Dengan demikian pemilkepala daerah lebih banyak hasil
penentuan pusat daripada usulan dari pihak DPRD.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahanrdbagang sekarang telah diganti
dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahamabadibuat dengan harapan dapat
meredam gejolak yang ada di daerah-daerah. UU emlmerikan kewenangan sangat besar bagi
daerah-daerah otonom untuk mengurus dan mengelotirsdaerahnya tidak dipandang cukup
oleh daerah-daerah kaya utamanya Aceh dan Paptiak beredam ketidak puasan tersebut,
pemerintah pusat menawarkan opsi otonomi khususAuady dan Papua. Opsi otonomi khusus
tersebut pada awalnya ditolak oleh pemerintah pietapi karena melihat semangat separatis
dari daerah-daerah yang kian besar, maka pemeriptsat dengan terpaksa meluluskan
permintaan tersebut. UU Nangroe Aceh Darussalam, dld Otonomi Khusus bagi Papua
memberikan kewenangan yang sangat besar kepadadaoeRapua, sehingga timbul ungkapan
apapun yang diinginkan oleh Aceh dan Papua akaabdikan oleh pemerintah pusat, asalkan

jangan minta merdeka. Buktinya Papua yang mintd teambang 80% untuk daerah dan 20%
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sisanya untuk pemerintah pusat tidak ditolak ldghdPR RI, karena DPR melihat kuatnya
tuntutan pemisahan diri dari kedua daerah tersebut.

Semoga kasus kedua daerah itu menjddjapen, sebab apabila pemerintah Sukarno,
mau memberi keistimewaan hanya dalam hal adat,igikad dan agama pada Aceh di masa
lalu, maka kita tidak akan menemui badai dengangodrankan nyawa rakyat Aceh. Demikian
juga Papua, kalau saja pemerintah Suharto mau mbatfgan pembangunan Papua, maka
OPM (Organisasi Papua Merdeka) mungkin tidak akkn dan tuntutan untuk memisahkan diri

mungkin tidak sedahsyat sekarang ini.

H. Beberapa Dampak Dilaksanakannya Otonomi Daerah
a. Konflik Antar Daerah Otonom

Keberadaan UU No0.22 1999 yang sekadaganti UU No. 32 Tahun 2004, diharapkan
untuk obat duka bagi masyarakat di daerah-daengiusy justru melahirkan ketimpangan baru
bagi daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Aséiréra (PAD) yang rendah. Ketimpangan
tersebut sangat terasa bagi masyarakat di daeegbkdgang berbatasan, misalnya Kalimantan
Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur yaagplus dapat memberikan subsidi yang
besar bagi desa-desa di wilayahnya. Tetapi tetamggaka Kalimantan Tengah misalnya, justru
kesulitan dana untuk memenuhi anggaran rutin mereka

Ketimpangan antar daerah otonom terséidak mustahil akan menimbulkan konflik
antara masyarakat, dan antara daerah. Beberamalaeryang menimbulkan konflik antara lain
adalah masalah pengaplingan wilayah laut oleh malall masing-masing daerah, sedangkan
masalah antara pemerintah daerah misalnya penandaargir DKl Jakarta, yang menurut
Pemerintah DKI juga dikirim dari Bogor Jawa BarBemda DKI mengharapkan koordinasi
dengan Pemda Jawa Barat untuk menangani masalphyaarg ada di DKI, tetapi masalah itu
bukanlah masalah yang serius bagi Jabar. Pemda tiddla akan mau untuk mengalokasikan
dana pembangunan di daerahnya untuk menaggulamgi @aDKI.
b. Pemekaran Wilayah pada Era Otonomi Daerah

Kendali pusat terhadap daerah separ@adg Baru sudah lama diisyaratkan tokoh-tokoh
gerakan prodemokrasi sebagai api dalam sekam. $@taya otonomi daerah akan meledak
dengan semangat anti pusat yang dahsyat. Hal teérsekup beralasan. Hasil bumi seluruh

daerah banyak dinikmati oleh pemerintah pusat.Kratta keseimbangan antara kekayaan yang
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dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah. Beklasjbenar apakah semangat otonomi daerah
yang marak pada era reformasi dilandasi semangdtik umembangun daerah dan
mensejahterakan rakyatnya atau sekadar untuk teegen pribadi para pencetus dan penguasa
daerah.

Begitu Orde Baru tumbang, semangat otomoanak. Pemekaran wilayahpun merebak
dari Sabang sampai Merauke. Peta dan jumlah kadupgtu kota menjadi sangat dinamis.
Perubahannya dalam hitungan bulan. Sejak tahun 48m@ai 1998 peta Indonesia tak berubah
dari 27 provinsi. Perubahan kecil terjadi di tingkabupaten/kota dari 300 menjadi 314. Dalam
era reformasi ini komposisi jJumlah provinsi dan lgpsiten mengalami perubahan yang cepat.

Indonesia saat ini memiliki 33 provingakni:

1. Nangroe Aceh Darussalam
. Sumatera Utara
. Sumatera Barat
. Bengkulu
. Riau
. Kepulauan Riau
. Jambi

. Sumatera Selatan

© 00 N O 0o~ W N

. Lampung
10.Kepulauan Bangka Belitung
11.DKI Jakarta
12.Jawa Barat
13.Banten

14.Jawa Tengah
15.DI Yogyakarta
16.Jawa Timur
17.Kalimantan Barat
18.Kalimantan Tengah
19.Kalimantan Selatan
20.Kalimantan Timur
21.Bali
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22.Nusa Tanggara Barat
23.Nusa Tenggara Timur
24.Sulawesi Barat

25. Sulawesi Utara
26.Sulawesi Tengah
27.Sulawesi Selatan
28.Sulawesi Tenggara
29.Gorontalo

30. Maluku

31.Maluku Utara
32.Papua

33.Papua Barat

Pemekaran wilayah dimungkinkan oleh NidJ 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kurun t4898 hingga april 2002 terdapat 57
kabupaten dan 25 kota baru sebagai hasil pembenygday terjadi di 58 kabupaten induk dari
20 provinsi. Pembentukan daerah baru paling batergdi dalam tahun 1999. Ini diperlihatkan
dengan disyahkannya 19 undang-undang yang mengatwmbentukan 34 kabupaten dan
sembilan kota.

Motif di balik pemekaran daerah ini fp@acam-macam. Selain untuk menyejahterakan
rakyat, beberapa daerah dimekarkan karena tunsejarah. Pemekaran wilayah di Bangka dan
Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, serta Sutawenggara dan Kepulauan Riau menuntut
pemekaran karena merasa pembangunan di daerahrhambat oleh keadaan geografis,
demografis, sosiologis, cultural, ekonomi, dantdopada masa sebelumnya.

Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaasyidaslalam Kompas 17 Februari 2000
mengkui maraknya tuntutan beberapa daerah menguipaten, kota, dan provinsi baru tak
lepas dari ketidak adilan di masa lampau. Gagasanekaran wilayah marak justru di saat
Indonesia masih dibelenggu krisis ekonomi. Gejaliasebetulnya tidak masuk akal sebab

pemekaran berarti penambahan biaya administrasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang No. 5/1974

Undang-undang ini, pada waktu pembahasamsaya sudah mendapat tanggapan yang
beragam, terutama mengenai judul. Sebagian angdtftamempersalahkan judBemerintahan
di Daerah yang tidak seperti sebelumnya berjuBemerintahan Daeralmeskipun pemerintah
waktu itu tetap mempertahankan judeémerintahan di DaerahAlasannya, bahwa apabila
dipergunakan judul RUU tentarpkok-Pokok Pemerintahan Daertdnpa katali, dikuatirkan
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nantinya akan menimbulkan kesimpang-siuran daldakpanaannya sebagaimana telah dialami
sebelumnya, di mana seolah-olah hanya asas ddsasirgang ditonjolkan. Dengan rumusan
ini maka sudah mencakup asas desentralisasi, dakoasi dan tugas pembantuan.

Adanya tanggapan tersebut dapat dimakkargena selain DPR merupakan hasil Pemilu
1971 yang tentunya pula sebagai perwakilan dabdgai partai politik, juga ungkapan judul
tersebut sangat multi-interpretatif. Jika berpedonmada konsegpemerintahan ungkapan
pemerintahan daerahbermakna pemerintahan dalam arti luas yang meanpasatuan
pemerintahan kecil dalam Negara Kesatuan Republilordesia selain satuan pemerintahan
pusat. Jadi adea indikasi mandiri dalam pengert@asebut, meskipun tidak terpisah dari
pemerintahan pusat. Sementara ungkageamerintahan di daeralselain memunculkan indikasi
yang tidak mandiri karena hanya sebagai wakil y@éingakan oleh pemerintah pusat, juga dapat
bermakna pemerintahan dalam arti sempit yaitu haagagai Pemerintah.

Kerancuan dalam pemakaian judul tersébutyata berlanjut pula dalam penempatan
struktur pemerintahan daerah. Undang-undang No0978/1tidak menggunakan ungkapan
pemerintahan daerahmelainkan Pemerintah Daerah yang pada dasarnya bermakna
pemerintahan dalam arti sempit yaitu sebagai pefeksbidang eksekutif saja. Pemerintah
Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Stnuktu dimaksudkan agar posisi Kepala
Daerah sama tingginydnevengenschikkepddengan DPRD dalam organisasi Pemerintah
Daerah. Tetapi sebenarnya pandangan tersebutdrgaknentatif, karena menurut UUD 1945,
DPR meskipun sederajat dengan Presiden namun DR&h lsama fungsinya dengan Presiden
sebagai pelaksana bidang eksekutif, apalagi mebggian dari lembaga kepresidenan.

Akan tetapi, walaupun Undang-undang N@9%4 menempatkan DPRD menjadi bagian
dari pemerintah daerah, namun dibandingkan dengadamgj-undang NO. 18/1965, Undang-
undang ini lebih luas memberikan wewenang maupua Kepada DPRD. Selain memiliki
wewenang yang cukup signifikan untuk menjalankamgéu legislasi bersama Kepala Daerah-
sepertimenandatangani Perda bersama Kepala Dd&iPRD juga memiliki beberapa hak yang
meliputi hak anggaran, mengajukan pernyataan pemdapsiatif, dan penyelidikan. Bahkan
lebih dari itu, DPRD lebih berperan dalam prosexpbnan dan pemilihan Kepala Daerah.

Distribusi hak dan wewenang tersebut Budipandang memadai untuk mencerminkan
adanya mekanismehecks and balancesebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945 sebelum

amandemen dalam hal distribusi hak dan wewenangddf2lg dan Presiden. DPRD sudah dapat
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menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasperts adanya hak mengajukan
pertanyaan, meminta keterangan, mengadakan pemnybakagajukan pernyataan pendapat, dan
penyelidikan. Adapun mengenai proses pencalonan mEmilihan Kepala Daerah tidak
diserahkan kepada DPRD sepenuhnya- DPRD hanya meaykan hasil pemilihan dari sedikit-
dikitnya dua orang setelah sebelumnya dimusyawarah#tan disepakati bersama antara
Pimpinan DPRD/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Metalam Negeri bagi calon Gubernur dan
dengan Gubernur Kepala Daerah bagi calon Bupatikdtal sedangkan keputusan terakhir
barada di tangan Presiden bagi Gubernur dan diatangenteri Dalam Negeri bagi
Bupati/Walikota- hal itu tidak dapat dipandang sgb&etentuan yang bergeser dari UUD 1945
karena DPR memang tidak berwenang untuk menjalapkases pencalonan dan pemilihan
Presiden.

Namun jika dipandang dari ada atau tigakprinsip wewenang yang subordinatif antara
DPRD dan Kepala Daerah, pada dasarnya Undang-Ogndém 5 Tahunl974 masih
menganutprinsip tersebut. Memang prinsip suboriditidak ditemukan jika hanya melihat dari
posisi keduanya sebagai unsur pemerintah daerah Kidrena, dalam hal ini, DPRD tidak
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, begitu $edaliknya. Jikapun masih ditentukan
adanya bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerald&dpBRD, maka pertenggungjawaban
tersebut hanyalah berbentpfogress report

Prinsip wewenang yang subordinatif teumsebkan kelihatan ketika Kepala Daerah
berposisi sebagai kepala wilayah atau Penguasag@udpdaerah. Wewenang sebagai Penguasa
Tunggal di daerah cukup menjadi alasan jika kelaraga@pala Daerah berada di atas kekuasaan
DPRD. Dengan posisi sebagai kepala wilayah atagwResa Tunggal di daerah, Kepala Daerah
memegang andil besar dalam proses pemberhentiggotanBPRD. Indikasinya dapat dilihat
dalam Pasal 35, bahwa apabila ternyata DPRD | aiktal atau karena sesuatu hal tidak dapat
menjalankan fungsi dan kewajibannya sehingga dapatigikan daerah atau negara, setelah
mendengar pertimbangan Gubernur, Menteri Dalam Megenentukan cara bagaimana hak dan
kewajiban DPRD itu dapat dijalankan. Begitu juggidaPRD II, cara yang dimaksud dilakukan
oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan BWadikota yang bersangkutan.

Pertimbangan Kepala Daerah tersebut $gngais sifatnya, dapat saja ia memberikan
pertimbangan kepada Menteri atau Gubernur bahweosssy anggota DPRD telah melalaikan

atau tidak menjalankan fungsin dan kewajibannya dl@h karena itu dapat diberhentikan,
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padahal mungkin anggota DPRD yang bersangkutaaluektitis (vokal) terhadap kebijakan
Kepala Daerah sehingga dipandang dapat menggamaktianduknya.

Selain itu, dengan alasan demi pembinagantraman dan ketertiban di wilayahnya,
demi pembinaan ideologi negara dan politik dalargeneserta pembinaan kesatuan bangsa,
demi bimbingan dan pengawasan terhadap penyelearggaemerintahan daerah, atau demi
jaminan terhadap kel;ancaran penyelenggaraan paateein, Kepala Daerah dapat memberikan
pertimbangan pemberhentian atas seseorang ang§®®.DDi sinilah sulitnya posisi DPRD,
menurut Syufri Helmi Tanjung, karena sebagai bagidari pemerintah daerah pada
kenyataannya harus bertanggung jawab terhadapasé@gdlijakan Kepala Daerah sebagai
Penguasa Tunggal dan Administrator Pembangunan.

Memang pertimbangan Kepala Daerah betséidak sekaligus menjadikan Menteri
Dalam Negeri atau Gubernur-sesuai dengan tingkgsalamgsung memberhentikan seseorang
anggota DPRD. Namun adanya pertimbangan terselpatt deenjadi alasan kuat bagi Menteri
Dalam Negeri atau Gubernur untuk menganjurkan pgid@pinan partai politiknya agar
mengganti anggota DPRD yang bersangkutan. Jelastgyagan kedudukan Kepala Daerah
sebagai Penguasa Tunggal, DPRD-lah yang harus kughdiebijakan-kebijakan Kepala
Daerah, dimana salah satu konsekuensi dari tidakgiaeti kebijakan tersebut adalah
diberhentikan dari keanggotaan DPRD.

Adanya wewenang Kepala Daerah yang slfatif tersebut tidak sesuai atau telah
bergeser dari prinsip UUD 1945. Oleh karena menUuD 1945, meskipun Presiden tidak
bertanggungjawab kepada DPR, namun ia harus metik@raungguh-sungguh suara DPR.
Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden @@ivan ini dapat senantiasa mengawasi
tindakan-tindakan Presiden. Ketentuan ini jelasungrkkan bahwa kedua lembaga merupakan
lembaga yang sederajat dan tidak ada ditentukamyadavewenang subordinatif diantara
keduanya. Dengan demikian, terjadinya pergeserkn diatribusi kekuasaan antara DPRD dan
Kepala Daerah, memang telah dimungkinkan oleh Ugdsrdang No. 5/1974, yakni lewat

adanya ketentuan untuk memperkuat posisi Kepalaabaz=bagai Penguasa Tunggal di Daerah.

Undang-undang No. 22/1999
Agaknya berangkat dari pengalaman dadawogrundang sebelumnya, dimana posisi

DPRD sangat tertekan, DPRD tidak berdaya, atau DR&1ya sebagai pelengkagpplement
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saja, Undang-undang No. 22/1999 bertekad untuk aregigt derajat DPRD pada posisi yang
lebih tinggi. Keinginan atau tekad tersebut memaoglah semestinya, oleh karena jika
memperhatikan lahirnya konsep pemisahan kekuashahwa dilakukannya pemisahan

kekuasaan antar lembaga-lembaga kekuasaan dimaksadiar masing-masing lembaga dapat
lebih konsentrasi dan memiliki posisi yang kuatsafiangsinya pula. Demikian juga menurut

UUD 1945, khususnya dalam hubungan kekuasaan abt@Rx dan Presiden, bahwa selain
adanya bentuk percampuran kewenangan dalam fuegisidsi namun diharapkan pula agar
keduanya dapat berkonsentrasi dalam fungsi masaggagn DPR berkonsentrasi dalam fungsui
anggaran dan pengawasan sedangkan Presiden bertkasisalalam fungsi pemerintahan

(executive).

Akan tetapi, keinginan untuk lebih mendagtakan DPRD jangan sampai melangkahi
prinsip-prinsip distribusi kekuasaan menurut UUD439 baik sebelum maupun sesudah
amandemen. Untuk hal itu, seharusnya Undang-unNan@2/1999 tidak menciptakan adanya
bentuk kekuasaan masing-masing lembaga — baik DRRDpun Kepala Daerah-yang tidak
menganut atau bertentangan dengan kedua prinsifpdss kekuasaan menurut UUD 1945.

Dalam hubungan distribusi kekuasaaaranDPRD dan Kepala Daerah, undang-undang
ini secara limitatif menempatkan DPRD sebagai legab@adan) legislatif daerah dan Kepala
Daerah sebagai lembaga (badan) eksekutif daerahuiNaneskipun DPRD merupakan lembaga
yang menduduki legislatif daerah, tetapi dalam ksglaaannya fungsi legislasi tersebut
dijalankan bersama oleh DPRD dan Kepala DaeralairSél, Kepala Daerah menetapkan
Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Pemdaat&s kuasa peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku, serta keduanya sama-semiliki hak inisiatif.

Mengenai fungsi legislasi dan siapa @gamg kekuasaanini, ditemukan adanya
perbedaan antara UUD 1945 sebelum dengan sesudahdamen. Perbedaan-perbedaan
tersebut meliputi:

Menurut Pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen, Presidenegang kekuasaan legislatif dengan
persetujuan DPR, sedangkan menurut Pasal 20 gyaeg¢lidah amandemen, DPR memegang
kekuasaan tersebut.

Menurut Pasal 21 ayat (2) sebelum amandemen, apBbiU yang telah disetujui tetapi tidak
disahkan Presiden maka RUU tersebut tidak bolelajdikan lagi dalam persidangan DPR masa

itu., sedangkan menurut Pasal 20 ayat (5) sesudahdemen, apabila RUU yang telah disetujui
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tetapi tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 sgjak RUU tersebut disetujui maka RUU
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib dngiden.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut,umgnlimly Asshiddigie, menunjukkan bahwa
pemegang utama (primer) kekuasaan untuk membentulang-undang berada di tangan
Presiden, sedangkan sesudah amandemen, DPR mearupaki@aga yang bertindak sebagai
pemegang utama (primer) kekuasaan untuk membemid&ng-undang. Begitu juga mengenai
ketentuan Pasal 21 ayat (2), dimana Presiden nkerkdkuasaan yang begitu kuat dalam hal
pembentukan undang-undang, sehingga ia memiliki dnatkik tidak mengesahkan undang-
undang atau sedikit mirip hak veto. Sesudah amaedehak veto tersebut telah ditiadakan bagi
Presiden. Jadi, UUD 1945 sebelum amandemen menkempa&residen sebagai lembaga
memiliki wewenang primer dalam membentuk undangaugd tetapi sesudah amandemen
wewenang primer itu beralih ke tangan DPR.

Kemudian Undang-undang No. 22/1999 juganentukan bahwa Kepala Daerah
berwenang menetapkan Perda yang telah disetujuiDDRRtentuan ini tidak menampilkan
perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan UUDb X&belum amandemen, kecuali dalam
hal penggunaan istilah, yakni antara istil@®ngesahkardan istilah menetapkanyang ada
kemiripannya dengapengesahardan ketetapan dalam lapangan administrasi negatapi
mengenai sipa yang memegang kekuasaan legislatifkdpan limit waktu suatu rancangan
peraturan daerah harus ditetapkan, ditemukan paabedntara Undang-undang No. 22/1999
dengan UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudahemamdDPRD memegang kekuasaan
legislatif, sementara menurut UUD 1945 sebelum amaren bahwa Presiden-lah yang
memegang kekuasaan legislatif. Begitu juga menges@an limit waktu suatu Raperda harus
ditetapkan. Kepala Daerah berwenang menetapkarm eedurut Undang-undang No. 22/1999.
Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa Keparah menetapkan Perda kapan saja atau
bahkan tidak menetapkannya-seperti halnya hak dietdiki Presiden menurut Pasal 21 ayat
(2)-sedangkan menurut UUD 1945 sesudah amandenkevel@a myang dimiliki oleh Presiden
telah ditiadakan. Jadi, telah terdapat adanya wsenmengenai fungsi legislasi yang bergeser
dari UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandeme

Ada pun dalam hubungan fungsi anggatam pengawasan, Undang-undang No. 22
/1999 dipandang telah memberikan porsi besar kep&RD untuk menjalankan kedua fungsi

ini. Pasal 18 (1) dan Pasal 19 (1) sebagai landasgn DPRD untuk menjalankan fungsi
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anggaran, sementara pelaksanaan fungsi pengawiasiéiki @leh DPRD bahkan lebih limitatif
dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR mehwUD 1945. Menurut Pasal 18 ayat (1)
butir f, DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengawdsadap: a. Pelaksanaan peraturan
ddaerah dan peraturan perundang-undangan laieldkdAnaan keputusan gubernur, Bupati dan
Walikota, c. Pelaksanaan APBD, d. Kebijakan PentegnirDaerah, dan e. Pelaksanaan kerja
sama internasional di daerah. Bentuk pengawassaebigr sebenarnya juga menjadi wewenang
dan tugas DPR pada tingkat negara, namun UUD ligldk menyebutkannya secara limitatif
sebagaimana halnya Undang-undang No. 22/1999.

Ketiga fungsi DPRD tersebut kemudiarkutii pula dengan pemberian sejumlah besar
hak. Hak-hak tersebut meliputi: hak nmeminta p@gamgjawaban Kepala Daerah, hak
meminta keterangan, hak mengadakan penyelidik&mieagadakan perubahan atas Rancangan
Peraturan Daerah, hak mengajukan pernyataan pendapk inisiatif, hak mengajukan
pertanyaan, hak menentukan Anggaran Belanja DPRP nenetapkan Peraturan Tata Tertib
DPRD, hak protokoler, hak keuangan dan administsasia hak imuniatif.

Sedangkan Kepala Daerah, lebih berkorssirgebagai lembaga yang menyelenggarakan
fungsi eksekutif saja atau memimpin penyelengganeemerintahahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dengan leta undang-undang ini berupaya
menempatkan Kepala Daerah sebagai lembaga eksegelibigaimana maksud konsep
pemisahan kekuasaaseparation of power)meskipun tidak sepenuhnya, karena Kepala Daerah
masih menjalankan fungsi legislasi bersama DPRD.

Jadi, meskipun pelaksanaan fungsi lagisanggaran serta pengawasan oleh DPRD dan
pelaksanaan fungsi legislasi eksekutif oleh Keda#erah di atas dapat dipandang sebagai
kristalisasi dari adanya mekanisrdeecks and balanceantara keduanya, namun hal itu tidak
menutupi bahwa telah terjadi pergeseran dalamildisirkekuasaan antara DPRD dan Kepala
Daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi legi€héisatakan bergeser dari ketentuan UUD
1945 sebelum amandemen, karena menurut UndangginNan 22/1999 DPRD sebagai
lembaga yang memiliki kewenangan primer dalm manjedn fungsi legislasi dan Kepala
Daerah ditentukan mempunyai hak inisiatif, sementduD 1945 menentukan bahwa Presiden-
lah yang memiliki kewenangan primer dalam menjadafikngsi legislasi dan DPR ditentukan
mempunyai hak inisiatif. Sedangkan dikatakan bengemri ketentuan UUD 1945 sesudah

amandemen, karena Undang-undang No. 22/1999 dipgnaidak memberikan limit waktu
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kepada Kepala Daerah kapan ia harus menetapkarrddaypeng yang telah disetujui menjadi
Perda- sehingga dikuatirkan nantinya dapat meméeleluang sejenis hak veto kepada Kepala
Daerah- sementara UUD 1945 telah memberikan liraktw yang jelas kepada Presiden kapan
ia harus menetapkan RUU yang telah disetujui menjadang-undang.

Lebih mencolok dari pelaksanaan prim$ipck and balancedi atas, distribusi kekuasaan
antara DPRD dan Kepala Daerah menurut Undang-untiemg22/1999 telah bergeser dari
ketentuan UUD 1945- sebelum maupun sesudah amandé&arena adanya pelaksanaan prinsip
wewenang subordinatif yang dimiliki oleh DPRD tethp Kepala Daerah. Indikasi-indikasi
adanya pelaksanaan prinsip wewenang yang subafdeaebut, paling tidak meliputi empat
hal.

Pertama dalam hal pemilihan Kepala Daerah. DPRD berwenargnilin Kepala
Daerah, sedangkan UUD 1945 tidak menentukan kalBR Derwenang memilih Presiden,
sebelum maupun sesudah amandemen. Termasuk jugen del ini, wewenang usulan
pengangkatan.

Keduadalam hal mekanisme pemilihan Kepala Daerah. DiRRRupakan pihak yang
menjalankan semua mekanisme atau tata cara pemiKlepala Daerah. Tugas yang sama
mengenai semua mekanisme atau tata cara pemilifemid@n dilakukan oleh MPR menurut
UUD 1945 sebelum amandemen, dan oleh Komisi Peamilbmum sesudah amandemen.

Ketigadalm hal pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sebalnandemen UUD 1945,
pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden hdibgaikan kepada MPR, dan tidak ada
lagi bentuk pertanggungjawaban yang disampaikasid&e kepada MPR sesudah amandemen,
kecuali bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaagdaukum atau apabila terbukti tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Itupun teldtukti berdasarkan keputusan Mahkamah
Konstitusi. Tetapi Undang-undang no. 22/1999 mariart adanya bentuk pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, baik pertanggungjawabakhir masa jabatan,
pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaranpumapertangguingjawaban yang diminta
oleh DPRD dalm sewaktu-waktu.

Keempatdalam hal pemberhentian Kepala Daerah. Pembdheitepala Daerah
menurut Undang-undang No. 22/1999 terdapat dalgen Ibientuk, yaitu diberhentikan oleh
Presiden atas usul DPRD, diberhentikan oleh DPRD dmsahkan oleh Presiden, dan

diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui persatuPRD.
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Pada bentuk pemberhentian yang terakimanya tidak terlalu memunculkan polemik
karena apabila seorang Kepala Daerah terbukti t@alakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan hukuman mati berdasarkan KUHP aain tmelakukan makar dan/atau
perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI yangathkan dengan keputusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum, Presiden memililgaadayang kuat untuk memberhentikannya
tanpa persetujuan DPRD. Paling tidak ada dua algaag kuat untuk itu, yaitu di satu sisi
pemberhentian yang dilakukan adalah murni berdasaketentuan hukum dan keputusan
Presiden diberikan untuk menguatkan keputusan pdagasebelumnya dalam ranghkaw
enforcementdan di sisi lain bahwa pemberhentian dilakukdragai tindakan yang secepatnya
harus diambil oleh Presiden dalam rangka memperkamakeutuhan NKRI. Ketika terjadi
tindakan-tindakan yang dapat memecah belah bangeajadi kewajiban Presiden untuk
bertindak cepat, sebagai bentuk pelaksanaan fupgdahanan, keamanan dan ketertiban
(defence, security and protectional funcion).

Namun, dalam hal Kepala Daerah yangrtdrgikan oleh Presiden atas usul DPRD dan
yang diberhentikanoleh DPRD dan disahkan oleh #easielas-jelas menampilkan wujud
wewenang yang subordinatif, yang yang tidak diteanulklalam rumusan UUD 1945. Untuk
kesekian kalinya dalam tulisan ini dikatakan bamenurut UUD 1945 sebelum amandemen,
DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Apab#siéen dapat diberhentikan oleh MPR, hal
itu bukan berarti DPR dapat memberhentikan Predidesna anggota MPR bukan hanya terdiri
dari anggota DPR. Apalagi setelah amandemen, danfaesiden hanya dapat diberhentikan
apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukten apabila terbukti tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden, setelah adanya keputushkamah Konstitusi dan setelah adanya
keputusan MPR mengenai pemberhentian Presidendaekda sidang paripurna MPR.

Keempat hal tersebut dipandang memaddagai indikasi bahwa adanya bentuk
wewenang subordinatif DPRD terhadap Kepala Daerahunut Undang-undang No. 22/1999.
Adanya bentuk wewenang subordinatif tersebut, yiadak ditentukan dalam UUD 1945 baik
sesudah maupun sebelum amandemen, ditambah pulgaakietentuan mengenai pelaksanaan
fungsi legislasi yang juga tidak sesuai dengannriketsn UUD 1945 baik sesudah maupun
sebelum amandemen, maka jelaslah bahwa distribelsialeaan antara DPRD dan Kepala
Daerah dalam Undang-undang No. 22/1999 tidak sdagaiatau telah bergeser dari prinsip-
prinsip UUD 1945.
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MEDAN BARU OTONOMI DAERAH
TANTANGAN DAN PERUBAHAN TERBATAS

Apakah kebijakan otonomi daerah yang tercerdatam UU No. 22/1999 dan UU No.
25/1999, secara nyata mencerminkan upaya pembaniak menuju demokrasi. Segi-segi apa
yang dapat memperkuat anggapan tersebut. Syarat-sa@a yang harus dikembangkan agar
kebijakan tersebut tidak sekedar menjadi dokumeal léormal. Segi-segi apa yang masih
menyimpan semangat otoritarisme dan anti-demokrBsimbaruan apa yang selayaknya
dilakukan. Masalah-masalah inilah yang akan dibghds bagian ini.
A. Setralisasi OrdeBaru

Untuk bisa memahami perubahan yang seblarjglan, selain mengupas konteks (ruang

sosial), diperlukan pula mengkritisi proses yangetsmnya berlangsung. Pemahaman ini
dibutuhkan untuk dapat memperbandingkan, dan kenudiapat memberikan penilaian,
sekaligus melihat segi-segi yang masih beraroma kenta usulan pembaruan (1) - agar dapat
memberikan rekomendasi pembaruan yang menyelurlih [(lhat skema]. Pada bagian
terdahulu telah dibahas implikasi gaya otoritarismele baru, yang dengan sendirinya
menimbulkan pertanyaan dalam struktur yang bagamasrbagai implikasi tersebut dapat
berkembang. Bagian ini, pada dasarnya ingin memjgpeatanyaan tersebut, yakni mengulas
mengenai watak sentralisme yang anti ,demokrasikéarakan lama:UU No. 5/1974 dan UU

No. 5/1979. Pembahasan tertuju pada segi-segi utaninkebijakan tersebut.

Skema Perubahan
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A.1l. Konsep Dasar Otonomi

Gagasan otonomi yang dikembangkan dalam Hkenjalama, berangkat dari suatu
pemahaman yang konvensional dan konservatif atdsanaegara kesatuan. Dalam hal ini,
kesatuan bukan satu dalam perbedaan, atau dalasggkawal: bhinneka tunggal ika, melainkan
keseragaman. Perbedaan tidak dilihat sebagai kakaymelainkan (dipandang) sebagai
keburukan yang harus dibasmi. Pandangan ini teaju sangat sejalan dengan praktek politik
orde baru yang pada dasarnya menjalankan gariktdotane untuk kepentingan akumulasi
modal.

Dalam kebijakan tersebut (UU No. 5/1974) digkén,....sesuai dengan sifat Negar Kesatuan
Republik Indonesia, maka kedudukan Pemerintah Dasegauh mungkin diseragamkan.
Otonomi dengan demikian, bukan konsep yang didasakkpada kesadaran adanya perbedaan
yang perlu dikembangkan sebagai modal pembangumealainkan konsep yang ditumbuhkan
demi pencapaian sukses atau efisiensi proses peonem Hal ini jelas terbaca dari pengertian
mengenai otonomi,....Hak, wewenang dan kewajibagratha untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundafge berlaku [ps.1 c.].

Kata kewajiban yang termuat, menjadi klauselskis yang mengikat, dan dengan sendirinya
daerah tidak berarti memperoleh kebebasan, maldilegfa, yakni diproyeksikan mengurangi
beban pusat, yang sekaligus menjalankan apa yamgutdkan oleh pusat.....dalam rangka
melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersededumdih pelosok negara dalm membina
kestabilan politik serta kestuan bangsa, maka hgdouryang serasi antara pemerintah pusat dan
daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, diarphka pelaksanaan otonomi daerah yang
nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamirepdr&ngan dan pembangunan daerah dan
dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasininjbang e]. Dekonsentrasi
dekonseptualisasi sebagai,....Pelimpahan wewenamgeéemerintah atau kepala wilayah ataun
kepala instansi vertikal tingkat atasannya kepagjabat-pejabat di daerah.

Dengan konsep otonomi yang demikian, pemdrimtacrah pada dasarnya bukan sebuah
institusi otonom yang bisa menjadi saluran bagirasprakyat, melainkan wakil pemerintah

pusat di daerah. Penggabungan konsep desentrallsasama-sama dengan konsep
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dekonsentrasi yang lebih menonjol, menjadikan atingang dikembangkan, pada dasarnya
adalah manipulasi demokrasi, atau sentralisme yanpungkus demokrasi. Yang hendak
dikembangkan sesungguhnya bukan demokrasi, mefainkantrol, yakni untuk lebih
memaksimalkan kinerja birokrasi bagi kepentingarmipgngunan [pertumbuhanekonomi].
Dalam konsep ini, suara daerah bukan saja tidadndiak, tetapi sangat mudah ditundukkan oleh
kepentingan pusat atau kepentingan nasional.

Pada bagian penjelasan secara tegas disebodlkava maksud dan tujuan otonomi kepada
daerah sudah ditegaskan dalam Garis-garis BesauahlalNegara yang berorientasi
pembangunan.. Yang dimaksud dengan pembangunam ddalah pembangunan dalam arti
yang luas, yang meliputi segala segi kehidupanpgsghidupan. Jadi hakekatnya otonomi lebih
merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajibaer®h untuk ikut melancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesapahtekyat yang harus diterima dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Otonong ggata dan bertanggungjawab berarti:
nyata pemberian otonomi kepada daerah haruslaBatidn kepada faktor-faktor, perhitungan-
perhitungan dan tindakan-tindakan yang benar-beéaaat menjamin Daerah yang bersangkutan
secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sdrsttenggungjawab pemberian otonomi
benar-benar sejalandengan tujuannya, yaitu melkencapembangunan yang tersebut di di
seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak ltertgan dengan pengarahan-pengarahan yang
telah diberikan, serasi antara pemerintah pusatddarah serta dapat menjamin perkembangan
dan pembangunan daerah. Dalam hal ini asas dekosmsiebukan sekedar komplemen atau
pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan tam pentingnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

A.2. Kewenangan Daerah.

Disebutkan bahwa daerah berhak, berwenangbdakewajiban mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturamdgserg-undangan yang berlaku [ps.7].
Lebih lanjut dikatakan:”... penambahan penyerahansan pemerintahan kepada daerah
ditetapkan dengan peraturan pemerintah...”. Pogisisrah yang secara nyata merupakan
subordinat pemerintah pusat, menjadikan kewenangarg dimiliki sangat terbatas. Atas

dekonsentrasi yang dijalankan seiring dengan assenttalisasi, bukan saja membuat kekaburan
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(ketidakjelasan dan tumpang-tindih) segi-segi ydagat dijalankan secara mandiri, tetapi juga
cenderung menegasi peluang menguatnya deswergralisa

Pemerintah Daerah dan Daerah, cenderung dibalteh konsep kepentingan nasional dan
peraturan-peraturan yang lebih tinggi, serta bdieban yang diberikan pusat, sebagai akibatnya
prakarsa daerah sulit untuk tumbuh dan berkembengra wajar. Pada sisi yang lain, tanpa
suatu penyebutan kewenangan yang jelas, dan masiggantungnya apa yang bisa dilakukan
daerah dalam kerangka kepentingan daerah, membamald benar-benar dalam posisi
tergantung kepada pusat, sebab secara prinsip gHufE@lang yang ada, tidak bersifat

operasional.

A.3. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Dalam kebijakan pemerintahan daerah [UUNOBA], dinyatakan bahwa pemerintah daerah
adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyataldaHal ini bermakna bahwa dewan
perwakilan rakyat menjadi bagian dari pemerintadrala
(Catatan: dengan posisi yang demikian, maka sanght Isagi rakyat untuk mengedepankan
aspirasi dan juga sulit bagi aspirasi rakyat daphiperjuangkan- perwujudan aspirasi rakyat

pada gilirannya sangat tergantung pada politicallwian bukan akibat proses demoknasi

Adapun susunan pertanggungjawaban lihat baganuberik

Susunan Pertanggungjawaban

Struktur ini sangat memperlihatkan watak lisadan sentralisme yang mengabaikan aspirasi
dari bawah. Mereka yang di bawah hanya mempuntat jantuk menjalankan tugas, dan tidak

punya daya tawar yang tinggi.

A.4. Catatan Umum

Dari beberapa segi mengenai kebijakan penadrant daerah, yang tertuang dalam kebijakan
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah terdapat beaddmgimpulan penting:
Pertama, bahwa kekuasaan pusat mengupayakan skerna skerja dan organisasi, serta
orientasi, yang sedemikian rupa sehingga otonorarattabukan berwujud sebagai penguatan

daerah, melainkan menempatkan daerah sebagainmestrefektif untuk keperluan realisasi
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tujuan yang telah ditetapkan pusat. Dengan demikiasat menganggap bahwa apa yang sudah
diutuskan pusat merupakan hal yang lebih luhurgbedan dengan demikian tidak diberikan

ruang untuk membantah atau memberikan penilaian.

Kedua, posisi dewan perwakilan rakyat daerah yargubordinasi, dan tidak mempunyai hak
untuk meminta pertanggungjawaban kepala daera, ornalspirasi rakyat tidak bisa tersalurkan
secara efektif melalui perwakilan rakyat di daedalerah. Jika demokrasi diindikasikan oleh
ruang rakyat yang lebih terbuka, maka sangat jelagpak bahwa kebijakan yang ada telah
dengan sengaja mengorbankan demokrasi demi kepekepentingan birokrasi, melalui

restriksi [pembatasan] atas posisi dan peran usstiégislatif. Selain itu, pembatasan parlemen
daerah, menjadikan institusi kontrol tidak bisajddan efektif. Segala sesuatu dibawah kendali

pusat.

Ketiga, alasan efisiensi dan kebutuhan-kebutuhdankumewujudkan apa yang sering disebut
sebagai mempertahankan keutuhan Negara Kesatuamd®hpuat pemerintah pusat sangat
terlihat menyimpan keengganan untuk menyerahkanewamng yang lebih besar kepada daerah
otonom. Yang tampak malah suatu negasi desensiatisagan mengedepankan dekonsentrasi.
Otonomi sebagai konsep yang memaksudkan berlanggangoses penguatan daerah, untuk
lebih berdaya dalam menampung dan mengaktualispgiaai rakyat setempat, dalam praktek

telah dipalsukan dan dijegal dengan skema semralj@ng mendukung pertumbuhan ekonomi.

B. Wajah Baru Otonomi: pembaruan dan Ancaman

Berikut akan dibahas kebijakan baru baik yerguat dalam UU No. 22/1999 maupun UU
No. 25/1999. Pembahasan akan melewati tiga tahagarRa berupa gambaran umum untuk
melihat kecenderungan-kecenderungan perubahandyvgarkan oleh kebijakan baru, melalui
perbandingan konsep-konsep dasar. Kedua, berummnulanengenai segi-segi dasar dari
kebijakan baru, yang dalam hal ini untuk melihabstansi pembaruan yang diajukan. Dan
ketiga, membahas mengenai segi-segi dasar yandy masijadi ancaman dari kebijakan baru,
termasuk mendaftar sejumlah peraturan yang hakesudrkan untuk operasionalisasi kebijakan

ini.
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B.1. Pengertian-pengertian

Berikut adalah catatan mengenai istilah-istilkunci yang digunakan dalam kebijakan
otonomi daerah. Istilah yang diambil,. Hanyalalilaktyang ada pada kedua kebijakan (lihat
bagan)
Perbandingan Beberapa Konsep Dalam UU No. 22/ 13®OUU No. 5/ 1974 dan UU No.
5/1979

Istilah UUNo. 5 th. 1974 UU No. 22 th 1999 Keterangan
UU No. 5 th. 1979
Pemerint| Perangkat Negara Perangkat Negara Pengertian

ah Pusat| Kesatuan Republik Kesatuan Republik | pemerintahan
Indonesia yang terdiri | Indonesia yang terdiri| pusat pada uu
dari presiden beserta | dari presiden beserta| yang bardebih

pembantu- para menteri menyempit

pembantunya (dengan
menyebut
subyek)yakni

presiden dan
para menteri

dibanding
penyebutkan
pembantu
Menurut asas daerah
desentralisasi
Desentra| Penyerahan urusan | Penyerahan UU lama
lisasi pemerintahan dari wewenang memfokuskan

pemerintah atau daerahpemerintahan oleh kepadaurusan
tingkat atasnya kepada pemerintah kepada | UU baru pada
daerah menjadi urusan daerah otonom dalam wewenang
rumah tangganya. kerangka NKRI Urusan lebih
spesifik, dan
teknis (tidak
memberi ruang
pada aspirasi)

Dekonse| Pelimpahan wewenang Pelimpahan UU lama

ntrasi dari pemerintah atau | wewenang dari menonjolkan
kepala wilayah atau | pemerintah pusat watak
kepala instansi vertikal kepada gubernur sentralisme,
tingkat atasannya sebagaiwakil dimana segala
kepada pejabat-pejabat[pemerintah dan/atau| organ daerah
di daerah. perangkat pusat di merupakan

daerah. kepanjanganpusa
t. UU baru,

memperlihatkan
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bahwa gubernur

mengemban
tugas sebagai
perangkat
pemerintah
pusat.
Tugas | Tugas untuk turut sertqa Penugasan dari Pada UU lama
pembant| dalam melakukan pemerintah kepada | tampak bahwa
uan urusan pemerintahan | daerah dan desa dan| aparat di bawah
yang ditugaskan dari daerah ke desa | merupakan alat
kepada pemerintah untuk melaksanakan | dari aparat di
daerah oleh pemerintahtugas tertentu yang | bawahnya dalam
atau pemerintah daerahdisertai pembiayaan, | rangka
tingkat atasnya dengan sarana dan prasarana pemerintahan
kewajiban serta sumberdaya (pusat, NKRI).
mempertanggungjawapmanusia dengan Sedangkan UU
kan kepada yang kewajiban melaporkanbaru penugasan
menugaskan. pelaksanaannya dan | disertai
mempertanggungjawa pembiayaan,
bkannya kepada yang sehingga dapat
menugaskan. menghindari
pembebanan
pada perangkat
daerah. Namun
demikian klausal
pertanggungjawa
ban yang
mengikuti garis
pembiayaan,
patut diduga
dapat
memberikan
alasan kontrol
pusat secara
berlebihan.
Otonomi | Hak wewenang dan | Kewenangan daerah | Undang-undang
Daerah | kewajiban daerah untukotonom untukmegatur lama memuat

mengatur dan
mengurus rumah
tangganya sendiri
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.

dan mengurus
kepentingan
masyarakat setempat
menurut prakarsa
sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat
sesuai dengan
peraturan perundang-

unsur kewajiban.
UU baru,
menekankan
bhwa otonomi
merupakan
kewenangan
daerah untuk
mengatur dan

undangan.

mengurus
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kepentingan
masyarakat
setempat dengar
menekankan
pada pentingnya
aspirasi
masyarakat.
Namun UU baru
tidak menyebut
otonomi sebagai
hak.

N

t

—

Daerah | Kesatuan masyarakat | Kesatuan masyarakat Idem
Otonom | hukum yang hukum yang
mempunyai batas mempunyai batas
wilayah tertentu yang | daerah tertentu
berhak, berwenang, daberwenang mengatur
berkewajiban mengaturdan mengurus
dan mengurus rumah | kepentingan
tangganya sendiri masyarakat setempat
dalam ikatan NKRI, menurut prakarsa
sesuai dengan sendiri berdasarkan
perundang-undangan | aspirasi masyarakat
yang berlaku. dalam NKRI
Wilayah | Lingkungan kerja Wilayah kerja UU baru
Adminis | perangkat pemerintah | Gubernur selaku wakil menempatkan
trasi yang pemerintah otonomi pada
menyelenggarakan Dati Il, bukan
pelaksanaan tugas pada Dati |. Pade
pemerintahan umum dj UU lama, tidak
daerah. ada kejelasan
mengenai
subyek. Semua
organ adalah ala
pusat
Kelurah | Suatu wilayah yang | Wilayah kerja lurah | Pada UU lama,
an ditempati oleh sebagai perangkat kelurahan
sejumlah penduduk | daerah kabupaten merupakan orgal
yang mempunyai di bawah
organisasi langsung di kecamatan,
bawah Camat. demikian
pembantunya.
Pemerint| Kepala Daerah dan Kepala daerah besertaPada kebijakan
ah dewan perwakilan perangkat daerah lama dapat
Daerah | rakyat daerah otonom yang lain ditapsirkan
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sebagai badan sangat luas.
eksekutif daerah. Pada UU lama
tidak dipisahkan
antara eksekutif
dan legislatif-
legislatif menjadi
bagian dari
eksekutif
Pemerint| [tidak adg Penyelenggaraan DPRD menjadi
ahan mempunyai pemerintahan daerah| bagian dari
Daerah otonom oelh pemerintahan
pemerintah daerah dardaerah, bukan
DPRD dan/ atau bagian dari
ndaerah kota dibawah pemerintah pula
kecamatan dengan UU baru
Desa Suatu wilayah yang | Kesatuan wilayah UU yang lama
ditempati oleh masyarakat hukum | menunjuk bahwa
sejumlah penduduk | yang memiliki desa merupakan
sebagai kesatuan kewenangan untuk | organisasi
masyarakat. mengatur. pemerintah
terendah
langsung di
bawah

Dari istilah kunci tersebut, dapat dikaalbahwa telah terjadi pergeseran atau pembaruan.
Karakter kebijakan lama yang sentralistik, dan mgregkan otonomi sebagai bagian dari
strategi untuk memaksimalisasi proses pembangunramompl — otonomi lebih merupakan
kewajiban daripada hak. Sedangkan kebijakan babilh Inenekankan bahwa... dalam undang-
undang ini pemberian kewenangan otonomi kepadaalda&mabupaten dan daerah kota
didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalgoed vatonomi yang luas, nyata dan
bertanggungjawab penjelasan pasal 1.h (Bab I). Madamikian kualitas kebijakan otonomi
daerah tidak bisa hanya dilihat dari satu segihGlebab itu, perlu dilihat aktualisasi dalam

batang tubuh kebijakan tersebut.

B.2. Substansi Pembar uan: Otonomi Di Bawah Reformasi.
UU No. 5/1974 menekankan fungsinya sebagaihadari kewajiban yang diemban daerah
untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan selsggana untuk mencapai kesejahteraan
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rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan depganh tanggungjawab. Sebaliknya UU baru,
menekankan bahwa otonomi yang dikembangkan dim&ksudan dijalankan dengan prinsip
demokrasi dan untuk menumbuhkan peran serta m&syarhka dilihat dari konteks politik,
maka kehadiran UU No. 5/1974, ada pada kondistibglang represif, dimana kekuasaan orde
baru sedang dalam proses penguatan. Sedangkan URPNO99, lahir dalam situasi reformasi,
paska tumbangnya kekuasaan orde baru. Nampak Hehijakan otonomi merupakan bagian
dari pemenuhan tuntutan rakyat bukan kebijakan yargepresentasikan praktek konsolidasi
kekuasaan. Sebagai bahan perbandingan mengenksg®an asas-asas hubungan pemerintah

pusat dan daerah (lihat bagan)

Pelaksanaan asas-asas Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Asas Sifat Perbedaan Kewenangan pada Pemerintah
Pemberian
Kewenangan
Pusat Wilayah Daerah
Desentra- | Penyerahan Pengawasan| Koordinasi Kebijakan
lisasi Pengendalian | pengawasan Perencanaan
Pertanggungja Pelaksanaan
waban umum Pembiayaan
(kecuali gaji
pegawai)
Dekonsen-| Pelimpahan KebijaksanaanKoordinasi Menunjang
trasi Perencanaan Melengkapi
Pembiayaan
Pengawasan
Pemban- | Pengikutserta-| Kebijaksanaan| Koordinasi Membantu
tuan an Perencanaan pelaksanaary
Pelaksanaan
Pembiayaan
Pengawasan.
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Otonomi diberimakna sebagai: kewenangan daetamom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsdirisberdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dakatakda bahwa dalam penyelenggaraan
otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekamkinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta menigarnpotensi dan keanekaragaman daerah;
bagian (c) menekankan, bahwa dalam menghadapi mbdamgan keadaan, baik di dalam
maupun di luar negeri, serta tantangan persaing@ralg dipandang perlu menyelenggarakan
otonomi daerahdengan memberikan kewenangan yasgriyata dan bertanggungjawab kepada
daerah secara proporsioanal, yang diwujudkan deegaaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumberdaya nasional serta perimbangan keuangar gasadaerah, sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat dadilka serta potensi dan keanekaragaman
daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negaratées Republik Indonesia. Dari sini
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nampak adanya suatu keinginan untuk mengembangien pemerintahan transisi, yang lebih
mengakomodasi dinamika daerah, yang didasarkangaddp demokrasi.

Otonomi yang dikembangkan secara tegas mekakgremisahan antara asas desentralisasi
dan asas dekonsentrasi. Mengingat otonomi bertudnpogkat Il dan bukan di propinsi. Maka
dalam hal ini propinsi masih merupakan wakil pemtah pusat di daerah. Sedangkan daerah
otonom akan berdiri sendiri —tidak hirarkis.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip otonoreraa yang dijadikan pedoman dalam kebijakan
adalah:

# Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengamperhatikan aspek demokrasi,
keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaaagadaerah;

# Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otbrasnnyata dan bertanggungjawab;

# Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utetialdibn pada daerah Kabupaten dan Daerah
Kota, sedangkan otonomi Daerah Propinsi merupat@romi yang terbatas.

# Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengatitksi negara, sehingga tetap terjamin
hubungan yang serasi antara pusat dan Daerahaséatadaerah.

# Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih menirgkakiemandirian daerah otonom, dan
karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kad& #da lagi wilayah administrasi.
Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibliela pemerintah atau pihak lain, seperti
badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perum&faavasan pertambangan, kawasan
kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan paawidan semacamnya berlaku ketentuan
peraturan daerah otonom.

# Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih menirgkatleranan dan fungsi badan legislasi,
fungsi pengawasan maupun fungsi pengawasan maupgsifanggaran atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

# Pelaksaan asas dekonsentrasi diletakkan padahdpespinsi dalam kedudukannya sebagai
wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenampganerintahan tertentu yang dilimpahkan
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

# Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkak, tanya dari pemerintah kepada
daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerahdkefdasa yang disertai dengan pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya manugjiandegwajiban melapor pelaksanaan dan

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
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Point tersebut, menunjukkan adanya kecenderungageseran dari paradigma lama, yang
menyatukan asas dekonsentrasi dengan asas desasiradehingga menghilangkan makna
otonomi. Pada sisi yang lain, demokrasi hendalditgm dasar utama, dan tidak semata-mata
mengembangkan misi efisiensi dan kontrol birokmasgara. Hal ini tentu saja memberikan

peluang bagidaerah untuk tumbuh dengan potendieteendak rakyat.

B.2.2. Kewenangan Daerah.

Dalam suatu bab khusus, kewenangan daeralr,dyakni: Pasal 7: (1) Kewenangan daerah
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemeaimt&iecuali kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradifametr dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain; (2) kewenangan bidang lain, sebagainthsebut pada ayat (1) meliputi kebijakan
tentang perencanaan nasional secar makro, danabaegan keuangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembiaagmethberdayaan sumber daya manusia,
pendayagunaan sumber daya alam serta teknologgitipgng strategis, konservasi dan
standarisasi nasional. Ditegaskan pula pengatwhih llanjut mengenai berbagai ketentuan
kewenangan ini akan ditetapkan dengan peraturaenaath.

Beberapa kecenderungan yang berlangsung Ioglakani, seperti penghapusan departemen
penerangan dan departemen sosial, serta berkemjzangn pembubaran BPN (Badan
Pertanahan Nasional), menunjukkan adanya kecergimypemerintah baru untuk mengurangi
kewenangan pemerintah pusat dan akan menyerahkkapgda pemerintah daerah. Penyebutan
secara lebih jelas apa yang dikerjakan oleh pusamberi kesan bahwa kebijakan ini hendak
menegaskan bahwa apa yang bisa dilakukan pemerpisiat sudah semakin terbatas,
sebaliknya apa yang mungkin dilakukan pemerintanadamasih terbuka, dan tentu pada bidang

dan wilayah yang tidak menjadi kewenangan pemdriptesat (lihat rincian dalam bagan).

Masalah Kewenangan Pusat dan Daerah
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Tingkat Bentuk Kewenangan Pasal Keterangan
Pusat 1. Politik luar negeri 7 ayat1l | Dinyatakan
2. Pertahanan keamanandan 2 bahwa
3. Peradilan kewenangan
4. Moneter danfiskal daerah adalah
5. Agama seluruh bidang
6. Perencanaan nasional pemerintahan
secara kecuali 13 item
makro tersebut. Jadi
7. Dana perimbangan dalam hal ini
keuangan kewenangan
8. Sistem administrasi daerah adalah

negara dan lembaga
perekonomian
9. pembinaan dan
pemberdayaan
sumberdaya manusia
10. Pendayagunaan
sumberdaya alam
11. Teknologi tinggi yang
strategis
12. Konservasi
13. Standarisasi nasional

kewenangan sisa
Banyak pihak
yang keliru dalam
melihat
kewenangan puse
yang dilihat hanya
5 butir.

|

Daerah (tidak
jelasPpropinsi
atau
Kabupaten/Kota

* Mengelola sumberdaya
nasional yang ada di
wilayah
* Kewenangan di wilayah
laut
meliputi:
1. Eksplorasi, eksploitasi,
konservasi, pengelolaan
kekayaan sebatas wilaya
2. Pengaturan kepentinga
administratif, Pengaturan
tata ruang;
3. Penegakan hukum
terhadap peraturan yang
dikeluarkan oleh daerah
atau yang dilimpahkan
kewenangannya oleh
pemerintah

=

in

4. Bantuan penegakan
keamanan dan kedaulat
negara. Untuk daerah

Penting untuk
dicermati bahwa
masalah
eksploitasi
sumberdaya alam
merupakan
wilayah yang
rawan konflik.
Dengan
menyatakan
bahwa masalah
eksploitasi masih
akan diatur oleh
peraturan
pemerintah, tentu
masih menyimpar
masalah yang
perlu mendapat
perhatian
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Propinsi Kab/Kota kewenangan | Penjelasar
sejauh sepertiga batas lapyPasal 9
daerah Propinsi.
Sebagai daerah otonom:
1. Bidang Pemerintahan
yang bersifat lintas
Kabupaten dan Kota
2. Bidang tertentu:
*. Perencanaan dan Ketentuan
pengendalian kewenangan ini
pembangunan regional dapat dipandang
secara makro; sebagai bentuk
* Pelatihan bidang desentralisasi
tertentu, alokasi terbatas untuk
sumberdaya manusia wilayah propinsi.
potensial dan penelitian Namun bila
yang mencakup wilayah dilihat lebih
propinsi; seksama maka
* Mengelola pelabuhan kewenangan yang
regional, lebih bersifat
* Pengendalian menejerial, dan
lingkungan hidup; tidak mengandung
* Promosi dagang dan bobot otoritas
budaya/pariwisata; dalam akses dan
* Penenganan penyakit kontrol terhadap
menular dan hama asset.
tanaman; Sebagai bentuk
* Perencanaan tata ruang desentralisasi
propinsi. terbatas untuk
* Kewenangan yang tidak wilayah propinsi.
atau belum dilaksanakan Namun bila
Daerah Kabupaten dan dilihat lebih
Daerah Kota; seksama, maka
Sebagai wilayah dengan demikian,
administrasi: bidang daerah pada
pemerintahan yang dasarnya
dilimpahkan pada memperoleh
Gubernur. beban yang belun
bisa dijalankan.
Daerah * Mencakup semua Pasal 11 Penting untuk
Kota/Kabupaten| kewenangan pemerintah dicatat bahwa

selain yang diatur pada
Pasal 7 dan Pasal 9
* Bidang pemerintahan

yang

wayjib meliputi:

Pasal 12
menyebutkan:
Pengaturan lebih
lanjut mengenai

pasal 7 dan 9
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. Kesehatan;

. Pendidikan;

. Kebudayaan;

. Pertanian;

. Perhubungan;

. Industri;

. Perdagangan;
8.Penanaman modal;
9. Lingkungan hidup;

10. Pertahanan;

11. Koperasi dan

12. Tenaga Kerja.

~NOoO o~ WNPRE

ditetapkan dengat
peraturan
pemerintah.

—
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B.2.3. Masalah Dana Perimbangan.

Sampai saat ini masalah dana perimbangan gasataerah masih menimbulkan kontroversi.
Kehendak pemisahan atau munculnya ide negara fedeemberi indikasi yang kuat bahwa
daerah masih belum sepakat dengan konsep yang sdidamuskan dalam kebijakan
perimbangan keuangan pusat-daerah, terutama daayah seperti Aceh, Riau, Kalimantan
Timur, Irian, dan beberapa daerah lain. Meskipunas®at untuk lebih memberdayakan daerah,
melalui upaya memperbesar penerimaan daerah, n&esan bahwa pusat masih menguasai
bagian terbesar dari penerimaan yang berasal dariad, cukup terlihat. Dan hal ini pada
dasarnya menjadi catatan tersendiri, sebab bagaimam otonomi membutuhkan ketersediaan
prasarana yang memadai. Tanpa kesemuanya itu, midramya merupakan kebebasan tanpa

daya.

B.2.3. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan bentuk dan susunan kebijakaan yamg (1) mengintegrasikan seluruh unsur
di bawah dalam skema hirarki pusat dan (2) menyiefuang partisipasi dengan jalan
memandulkan dewan perwakilan rakyat daerah, makamd&ebijakan baru ini, terdapat
kecenderungan untuk menghilangkan dua hal ters8aatara tegas menyatakan bahwa untuk
daerah tingkat Il benar-benar akan dikembangkarsd@rotonomi, yakni desentralisasi yang
tidak diikuti oleh asas dekonsentrasi.

Skema:
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Adapun posisi dewan perwakilan rakyat senéimpisah dengan pemerintahj daerah, dalam
hal ini memiliki kewenangan untuk meminta lapora@rt@nggungjawaban dari pemerintah
daerah. Dengan demikian kemungkinan berlangsungog&rol menjadi sangat besar. Hanya
mungkin dalam realisasi masih menimbulkan tandgatéresar, apakah dewan perwakilan rakyat
daerah akan menggunakan kewenangannya bagi demaieas masih terdapat tradisi politik
konvensional yang menyulitkan dewan perwakilan adkgaerah untuk bersuara membawa
aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pun dalanmnhatoritas DPRD menjadi lebih besar,
terutama untuk menolak kepala daerah bila dipandaggl.

Perubahan otoritas DPRD yang demikian tenja s@embawa konsekuensi yang kuat;
Pertama, dibutuhkan perubahan iklim dan kultur tigoldi kalangan DPRD, agar tidak lagi
berjalan dalam pola lama, sebaliknya bangun depgknbaru bahwa posisi mereka benar-benar
independen dan bukan menjadi bagian dari eksekigflua, perlunya pemberdayaan di
kalangan parlemen daerah agar bisa berfungsi mgmykEan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Perlu disadari bahwa anggota dewan adalah paraipdrasu yang akan berhadapan dengan
pemain lama yang kawakan. Untuk hal yang keduapeailemen daerah perlu membuka diri,

sehingga akses dan dukungan dari masyarakat lebér,lagar dapat bekerja secara maksimal.

B.2.5. Catatan Umum.

Dapat dikatakan bahwa semangat pembaruan aeramlam kebijakan baru. Semangat
tersebut pada dasarnya merupakan realisasi darasispang berkembang, dan bukan wujud
dari kepedulian pemerintah pusat pada daerah. BdaNo. 5/1974 menekankan fungsinya
sebagai bagian dari kewajiban yang diemban daemtink uikut melancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesapahtekyat yang harus diterima dan
dilaksanakan denganpenuh tanggungjawab. SebaliyadNo. 22/1999, menekankan bahwa
otonomi yang dikembangkan dimaksudkan dan dijalardengan prinsip demokrasi dan untuk
menumbuhkan peran serta masyarakat. Dari penjeldapat dibaca bahwa otonomi yang

diberikan mengandung dimensi bertanggungjawab, ybegrti adanya konsekuensi atas
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pemberian kewenangan dalam wujud tugas dan kewajyekni..... pemeliharaan hubungan
yang serasi antara pusat dan daerah dalam ranglagaeeutuhan NKRI.

Perbedaan nyata adalah bahwa UU yang baru hebhekankan aspek demokrasi dan peran
serta masyarakat. Namun jika ditilik lebih lanjOtonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentimgasyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakafisédengan peraturan perundang-undangan,
yang relatif sama dengan makna dalam UU No. 5/18ighgurus rumah tangganya sendiri. Jika
rakyat punya posisi tawar maka pernyataan prakatsamt akan punya arti. Sebaliknya rakyat
dibelenngu, maka hal tersebut hahigaservice

Pada UU 1974 otonomi dimaksudkan sebagai jalatuk memantapkan pembangunan
sebagai sarana untuk mencapai kesejahtetraan rakymigan demikian UU 1974 lebih
menekankan pada pencapaian (target), sedangkan dJ@22X1999, lebih menekankan kepada
proses. Dari prinsip demokrasi dipahami bahwa yhagis termuat setidak-tidaknya adalah
input, proses dan output. Jika hanya salah sata, sagka tidak akan ada jaminan bagi
pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki rakyaanD tuntutan reformasi sangat jelas
tercetus ide partisipasi. Namun memuat partisifzagia didukung oleh infrastruktur politik yang
memadai, hanya merupakan taktik akomodasi yang tieenyentuh substansi. Dengan kata lain,
semangat pembaruan yang termuat dalam kebijakanomiodaerah (yang baru), masih

membutuhkan sejumlah syarat yang harus diciptakan.

B.3. Ancaman di Balik Semangat Pembar uan.

Telah disebutkan bahwa kebijakan baru lahlvagai reaksi pemerintah pusat terhadap
desakan yang sangat kuat dari masyarakat, dengaikide bukan merupakan inisiatif atau
wujud kemauan politik pemerintah pusat. Posisi jleédan yang demikian, sudah barang tentu
mencerminkan adanya ketegangan antara pemerinsai ¢@n daerah. Pada satu sisi pemerintah
pusat masih menghendaki kontrol yang kuat atasabaedan di sisi yang lain, daerah
menghendaki otonomi yang lebih luas. Sementargpenyelesaian desentralisasi, masih perlu
dilihat sebagai wujud pembagian kekuasaan di kalargit politik, dan belum secara otomatis
akan membawa demokratisasi di tingkat hubungandel#rah dan masyarakat bahkan dapat
dikatakan bahwa tanpa demokrasi, maka otonomi hakga memindahkan otoritarisme dari

pusat ke daerah.
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B.3.1. Masalah Kewenangan: K etegangan Pusat dan Daer ah.

Inti otonomi, dalam hal hubungan pusat danratgepada dasarnya terletak pada wilayah
kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak. Meghatalam kebijakan baru, wilayahn
kewenangan pusat telah disebut dengantegas, sammgmudahkan untuk memahami apa yang
masih bisa dilakukan oleh pusat. Akan tetapi masiéinya klausal bahwa kewenangan daerah,
akan diatur oleh peraturan pemerintah, telah meah&anh peluang perluasan substansial
kewenangan daerah yangdibutuhkan untuk mereabsasomi berbasis aspirasi rakyat. Daerah
dengan demikian masih sangat bergantung pada peicsggma untuk menterjemahkan kuantitas
dan kualitas dari kewenangan yang dimilikinya.

Sampai dimana pusat akan mengatur daerah?aApakla jaminan bahwa pusat akan
memberikan apa yang sudah seharusnya tidak dideim pusat? Masalah ini masih
menimbulkan tanda tanya besar, sebab pemberiannkegan daerah, masih tergantung pada
struktur dan kecenderungan konfigurasi kekuatartilpglangada. Masih sangat dimungkinkan
pemerintah pusat berbalik arah dan menggunakartastorang dimilikinya untuk mengebiri
kewenangan daerah, menjadi sangat operasional éantup peluang partisipasi, kreasi dan
aspirasi rakyat. Disinilah masalah paling dasaesegnuncul jika daerah tidak memiliki daya
tawar yang tinggi, maka sangat mungkin posisinyank&mbali tersubordinasi sebagaimana
selama ini berlangsung.

Pada tataran praktis, masalah kewenangantigaigterumus secara jelas akan mengundang
spekulasi dan ketidakpastian hukum. Hal yang terakhsesungguhnya masih sangat terbaca
pada point-point tertentu, seperti pemilihan Gubgrmasalah hubungan kepala daerah dengan
dewan perwakilan rakyat daerah. Pada bagian tdrsgéikatakan bahwa apa yang sudah
diputuskan DPRD harus dikonsultasikan pada preSidagaimana jika presiden tidak setuju?
Demikian pula dengan pernyataan bahwa DPRD dapatuselkan pemberhentian kepala
daerah bagaimana jika usulan ditolak? Masalaheniut tidak bisa dipandang ringan, sebab
ketegasan akan menjadi penentu apakah otonomi hiaengda di level kebijakan ataukah
otonomi tersebut merupakan hal yang operasionsa (ijalankan).

Dalam soal pengambilan keputusan, dikatakahwhaPemerintah dapat membatalkan
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yatenptangan dengan kepentingan umum

atau peeraturan yang lebih tinggi dan/ atau pexatperundang-undangan lainnnya. (pasal 114).

50



Yang menjadi masalah adalah sampai kapan pembatafaebut akan dilakukan. Apakah
pembatalan bermakna penundaan ataukah ketentuadagah segera mengadakan perubahan
atas kebijakan yang sudah diambil. Bagaimana pida kebijakan tersebut benar-benar
meruopakan kehendak rakyat berdasarkan aspiragtraRari segi waktu, klausul ini sudahn
barang tentu menimbulkan ketidakpastian dandilaisi memberikan daya yang sangat besar
pada pusat, sebab penapsiran mengenai ketidaksesieanda di tangan pemerintah pusat. Hal
ini merupakan segilain, dari soal kewenangan. Bamagalahnya bukan saja pada keleluasaan
kewenangan, melainkan juga tingkat kedalaman darakguan daerah utnuk mengembangkan

kebijakan dan menjalankan kebijakan yang telah diam

B.3.2. Pola Hubungan Antar Kekuatan

Dari sudut semangat pembaruan, struktur yadg, a@apat dikatakan telah cenderung
mengakomodasi semangat untuk mengadakan desexsraldkan tetapi masalahnya tidak
sekedar pada pola hubungan yang ada, tetapi juggamgkut posisi rakyat, dalam konteks
hubungan antara pemerintah daerah dan rakyat, denskbaliknya. Harus diakui bahwa posisi
rakyat secara umum, masih sangat lemah, terutaimegaie akibat dari kebijakan-kebijakan
represi dan restriksi,khususnya yang merupakansamrorde baru. Dengan demikian, tanpa
adanya pembaruan yang lebih menyeluruh, menjadiklijakan otonomi daerah tidak punya
makna yang besar, bahkan cenderung hanya akan siktagaotoritarisme di tingkat daerah.
Otonomi daertah menuntut pembaruan mengenai kelijaktas pemilu, partai politik dan
susunan DPR/MPR.

B.3.3. Masalah Dana Daer ah

Masalah dana menjadi hal yang sangat kruBiahyak pergolakan daerah pada dasarnya
menuntut porsi yang lebih besar dari apa yang sddatapkan. Pemberian porsi yang memadai
akan menjadi hal yang urgen, sebab tanpa adanya ydarg cukup, hal tersebut hanya akan
memandulkan konsep otonomi daerah itu sendiri. Ma#tak mengherankan bila muncul
spekulasi bahwa jika otonomi daerah diterapkan nikgropinsi akan terancam bangkrut
(Kompas 27/8/1999). Dalam penjelasan pasal 11 adydt) No. 22/1999 disebutkan bahwa
dengan diberlakukannya undang-undang ini, padarmgsaeluruh kewenangann sudah berada

pada daerah kabupaten dan daerah kota. Yang mengsdilah adalah apakah masing-masing
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daerah tersebut cukup mempunyai sumberdaya danesdama untuk merealisasi kewenangan
yang dimilikinya? Apakah sumberdaya yang ada tidaderap ke pusat?

Dari data yang dihimpun N. Dwi Retnandari tegkap bahwa bila dilihat dari nisbah PAD
(Pendapatan Asli Daerah) terhadap Anggaran RutitO8v/1998, bahwa pada sebagian besar
daerah tingkat Il, menunjukkan ketidakmampuan umhgngatasi keperluan rutin mereka bila
hanya berdasarkan pendapatan asli daerah. Hal ula yang menjadikan daerah masih
bergantung pada anggaran yang sering disebut sehdxgadi pusat. Terlebih bila dilihat dalam
kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah yangpben&anporsi besar bagi pusat untuk
hasil kekayaan alam, seperti migas. Kenyataanuitals barang tentu menimbulkan tanda tanya
besar apakah otonomi yang dikembangkan memilikisadantuk suatu realisasi yang konsisten,
ataukah otonomi hanya akan menjadi momentum bagirgkrutan daerah likuidasi.

Dapat dikatakan bahwa peningkatan sumber pgmasiaerah, akan menjadi hal yang sangat
mutlak. Tanpa peningkatan sumber pemasukan, mealsi yang besar bagi daerah untuk
mengelola sumber pendapatan yang ada, dan mengyangiriman ke pusat, tentu akan
menjadi hal yang sangatpositif bagi otonomi. Disimiancaman yang paling nyata dari otonomi
dan sekaligus tantangan ke depan, yakni bagaimasrggubah kebijakan yang menelikung

otonomi tersebut, menjadi kebijakan baru yang mkmdg realisasi otonomi.

B.3.4. Kebijakan Yang Belum Operasional.

Hal lain yang penting untuk dilihat bahwa kakan otonomi yang ada masih merupakan
kebijakan yang belum operasional. Sehingga pembaaiean menjadi sangat parsial bila hanya
memandang kebijakan yang ada. Berikut adalah gambraengenai segi-seg- yang masih harus

diatur oleh perundang-undangan lain disusun sdrautan:

Pembentukan dan Susunan Daerah [Bab I11].

Pembentukan, nama, batas dan Ibukota suatu dagetdpllan dengan undang-undang (ps. 5
ayat 2)

Perubahan yang tidak mengakibatkan penghapusarahdagitetapkan dengan peraturan
pemerintah (ps.5 ayat 3)

Syaratpembentukan daerah ditetapkan dengan pergtenserintah (ps.5 ayat 3)
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Kriteria penghapusan, penggabungan dan pemekararaldalitetapkan dengan peraturan
pemerintah (ps. 6 ayat 3)

Penghapusan, penggabungan dan pemekaran daesdhpldin dengan undang-undang (ps. 6
ayat 4)

Kewenangan Daerah (Bab 1V).

Pengaturan kewenangan daerah di wilayah lautagitah dengan peraturan pemerintah (ps. 10
ayat 4).

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan progiisagai daerah otonom, ditetapkan

dengan peraturan pemerintah (ps. 12)

Penugasan dalam rangka tugas pembantuan, ditetdekayan peraturan perundang-undangan
(ps. 13 ayat 2).

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah (Bab V).

Undang-undang tentang Kedudukan, Susunan, tugagmveag, hak keanggotaan dan pimpinan
DPRD (ps.15)-UU No. 4/1999

Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkanai dengan perundang-undangan
(ps. 17 ayat 1).

Pedoman penyusunan peraturan tat tertib dewan gdswarakyat daerah (ps. 17 ayat 4)
peraturan (apa?).

Peraturan perundang-undangan tentang tatacaradgemyianggota dewan perwakilan rakyat
daerah (ps. 28).

Pedoman pembentukan dan organisasi dan tata ledwjetariat dewan perwakilan rakyat daerah
(ps. 29)- Peraturan (apa?).

Tatacara pertanggungjawaban Gubernur kepada desvamakilan rakyat daerah (ps. 31 ayat 3).
Pertanggungjawaban gubernur pada Presiden (pyaBba

Tatacara pertanggungjawaban bupati/walikota kepldean perwakilan rakyat daerah (ps. 32
ayat 4).

Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberianekdparah (ps.34, 42).
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Tatacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikaal&ejaerah/wakil kepala daerah (ps. 42 ayat
4).

Tatacara penyidikan kepala daerah dan wakil kejedaah ( ps.59).

Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepalal (ps.59).

Pedoman pembentukan organisasi perangkat daer&B)(ps

Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadienang pemerintah diatur dengan
keputusan presiden (ps.64).

Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan perataeaahd(ps.66 ayat 6).

Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peratasaatd (ps.67 ayat 6).

Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkanadepgraturan daerah sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan pemerintah (ps.68 ayat 1).

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Bab VI

Keuangan Daerah (Bab VII).

Perimbangan keuangan pusat dan daerah, ditetagkeyan undang-undang (UU No. 25/1999)
(ps.80).

Tatacara peminjaman pemerintah daerah ditetaplkdmpamerintah (ps.81 ayat 4).

Pedoman pemberian insentif fiskal dan non tertéepada daerah ditetapkan dengan peraturan
pemerintah (ps.83).

Pembentukan badan usaha milik daerah dan badama usi#ik desa dengan peraturan daerah
(ps.84 dan 108).

Pedoman pengelolaan barang daerah (ps.85).

Pedoman penyusunan, perubahan dan penghitunga@aranggendapatan dan belanja daerah
(ps.86 ayat 4).

Peraturan perundang-undangan tentang pedoman depéaigurusan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah (ps. 86 ayat 6).

Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan (Bab 1X).
Tatacara kerjasama daerah dengan lembaga/badzar dielgeri (ps.88 ayat 2).

Peraturan perundang-undangan tentang penyelesatsglipihan antar daerah(ps.89).
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Kawasan Perkotaan (Bab X). Pedoman Pengelolaarskavgserkotaan (ps.91 ayat 3).

Desa (Bab XI). Pengaturan masa jabatan kepala(fe$®).

Pembinaan dan Pengawasan (Bab XIl). Pedoman peambdsn Pengawasan penyelenggaraan

otonomi daerah (ps.112 ayat 2).

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Bab XIllI).

Ketentuan Lain-lain (Bab XIV).

Kedudukan ibukota negara RI (ps.117).

Otonomi khusus Timtim (ps.118 ayat 2).

Susunann organisasi, formasi, kedudukan, wewenaig,tugas dan kewajiban polisi pamong
praja (ps.120 ayat 2).

Peraturan perundang-undangan tentang tatacaralipamgkekayaan instansi vertikal menjadi

barang daerah (ps.124 ayat 3).

B.4.Catatan Umum

Bagaimana pun undang-undang otonomi daeralypalean produk hukum yang mengatur
pembagian kekuasaan, dari pemerintah pusat paderipsih daerah. Sebagaimana disebutkan
dalam undang-undang tersebut bahwa otonomi dadedhhakewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stemgpaurut prakarsa sendiri berdasar
aspirasi masyarakat sesuai dengan praturan pergHuti@iangan. Dimana wewenang tersebut?
Tentu dari pusat kekuasaan (pemerintah pusat)rtBeradang-undang ini sedang memfasilitasi
proses pembentukan kekuasaan lokal yanglebih ati@rifadi undang-undang bukan aturan
yang membuka ruang yang lebih lebar pada rakyat.

Secara negatif proses tersebut, sama artieyeash terbentuknya penguasa lokal, atau
pembentukan raja-raja kecil, yang relatif otononaldbn perspektif penguatan rakyat, kondisi
yang demikian, dapat dilihat sebagai satu langksitify yang bermakna bahwa kontrol (reduksi
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kekuasaan). Apakah hal ini sudah bisa dipandanggselproses yang memadai? Tentu saja
belum.

Apa yang dilukiskan reduksi kontrol kekuasadespotik, harus ditindaklanjuti dengan
beberapa agenda besar dan strategis yang laini; yyaama, perlunya langkah-langkah yang
lebih sistematik, untuk memperkuat rakyat, khusasnyelalui pendidikan politik dan
pengembangan serikat-serikat rakyat yang independemgkah ini diperlukan untuk
memproteksi kemungkinan proses konsolidasi elitalloyang pada gilirannya akan muncul
dengan watak yang sama dengan kekuasaan pusata,Kpddunya kontrol efektif pada
kekuasaan lokal, dengan cara mengembangkan atun@madaerah yang benar-benar
mencerminkann aspirasi rakyat.

Dua hal ini, merupakan langkah yang palingypratis dari pilihan yang makin terbatas. Pada
intinya diperlukan dua langkah sekaligus, yang psada sisi memperkuat rakyat dan di sisi lain
meningkatkan kontrol, serta memperluas ruang atanaabagi rakyat. Dengan skema yang
demikian, otonomi daerah bisa dipandang sebagasisiauntuk mewujudkan kedaulatan rakyat:

cita-cita yang telah dimunculkan jauh sebelum m@oldsi dibacakan.

Catatan Akhir:

Pada rejim totaliter, bukan saja tindakamg bisa mengantarkan seseorang pengadilan
politik, tetapi juga pikiran. Di masa orde baru,gide banyak orang (aktivis) yang harus
mendekam di penjara, hanya karena membaca bukukatama mengikuti sebuah diskusi.
Tembok-tembok seperti mempunyai telinga, yang tidakdari cerminan meluasnya kerja dinas
intelegen, yang mengawasi setiap gerak hidup rakyat
Fakta banyaknya kasus-kasus daerah yang tidak kdindke DPRD, melainkan langsung ke
Jakarta (DPR), dapat dilihat sebagai bukti bahwanamg DPRD tidak bisa menjadi saluran
perjuangan kepentingan rakyat.

Yang dimaksud dengan kebijakan otonomi daerah ad#laNo.22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan KgumaRusat dan Daerah.

Lihat beberapa prinsip dalam Tap MPR No. XV/MPR&.99

Luas: keluasan daerah untuk menyelenggarakan psatean yang mencakup kewenangan
semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dingigolitik luar negeri (diplomasi),

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisgama, serta kewenangan bidang lainnya
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yang akan ditetapkan dengan peraturan pemeriniaamping itu, keluasan otonomi mencakup
pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penygdeagnnya mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evalNgaia : Keluasan daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidarngnte yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang akrah; Bertanggungjawab: Berupa
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensbgrian hak dan kewenangan kepada
daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang hapilsutioleh daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanarkelsejahteraan masyarakat yang semakin
baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, memerataan, serta pemeliharaan,
hubungan yang serasi antara pusat dan daeralas@atadaerah dalam rangka menjaga keutuhan
NKRI.

Terdapat dua perkembangan yang nampaknya tidalacgerbPertama, adanya (peluang)
amandemen konstitusi, yang dalam hal ini akan gufaingkinkan mengamandemen ps.18, atau
bahkan mengenai bentuk negara. Kedua, terdapaatearydimana sikap anti pada Jawa sebagai
suku yang dituding menjadi penjajah, mulai menyeatigoulau-pulau besar, seperti Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Dari beberapa &dsrusuhan yang akhirnya menimbulkan
eksodus warga Jawa- pulau kembali ke Jawa, meropa#tkasi yang kuat. Kenyataan ini tentu
menjadi masalah besar dalam merealisasi apa yaetpudi sebagai hubungan harmonis antar
daerah.

Lebih lanjut lihat pada bagian penjelasan UU Nd1299.

Issue masih terus bergulir sampai tulisan ini dibua

Hendak dikatakan bahwa sikap menerima tanpa dalys, lsama halnya dengan mengandalkan
demokrasi bisa tumbuh dariakarsa elit. Padahal ndaggjarah telah ditunjukkan bahwa
demokrasi tidak mungkin lahir dari kebaikan elitifla

Masing-masing pada ps.38 (mengenai gubernur) dd6.ps

PAD pajak, retribusi, penerimaan dinas dan penemmainas dan penerimaan lain-lain.

Otonomi dalam konteks ini tidak dipandang sebaghgj melainkan awal dari sebuah proses
panjang yang harus dilewati untuk mewujudkan deamikdan keadilan. Otonomi dapat
dipandang sebagai proses emansipasi daerah atgkermman pusat. Bila otonomi dapat
dijalankan secara konsisten, maka proses selaajutakni penguatan rakyat akan relatif lebih

dimudahkan.
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L atar Belakang (28-9-07)

Mendiskusikan hubungan antara pemerinfihsat dan Daerah, dalam sejarah
ketatanegaraan Republik Indonesia (RI) senantissailiki daya tarik tersendiri untuk dikaji.
Hal ini membuktikan bahwa masalah hubungan antaisatPdan Daerah yang berlangsung
selama ini masih mencari bentuk, dan oleh karanhetbagai upaya untuk menemukan format
yang ideal dan tepat, maka “hubungan “itu dapatjamein tetap tegaknya negara Kesatuan RI
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Das&p)(1U945.

Sejarah ketatanegaraan RI menunjukkanvdabkebelum UUD 1945 diamandemen,
persoalan hubungan antara Pusat dan Daerah satajatdlas. Hal ini disebabkan Pasal 18
UUD 1945 beserta penjelasannya yang merupakan dandaukum mengenai pemerintahan
daerah, bukan hanya terlalu msederhana, tetapi fig&k memberikan arahan yang jelas
mengenai bagaimana hubungan antara Pusat dan Daeddbksanakan.

Pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa:
“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar kdeih dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undangadememendang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negardiak-hak asal usul dalam daerah-daerah

yang bersifat istimewa”.

Penjelasannya antara lain menentukan bahwa:

“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidstaka Indonesia tak akan mempunyai
daerah di dalam lingkungannya yang bersifat stagd.jDaerah Indonesia dibagi dalam daerah-
daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi galam daerah-daerah yang lebih kecil. Di
daerah-daerah yang bersifat otonom (streek darleldcachtsgemeenschappen) atau bersifat
daerah administrasi belaka, semuanya menurut aaag akan ditetapkan dengan undang-

undang”
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Berdasarkan ketentuan pasal ini, tidagatlalipahami dan diketahui dengan cara dan
proses bagaimanakah hubungan antara Pusat danhDaemilaksanakan. Namun demikian,
setidaknya dapat diketahui secara pasti bahwa ahl&Negara Kesatuan Rl akan dibagi dalam
daerah besar dan daerah kecil, yang dalam implasiega yang dimaksud dengan daerah besar
adalah propinsi, daerah kecil adalah kabupatersdaran wilayah lainnya.

Hal ini yang dapat disimpulkan dari risan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya,
adalah bahwa negara Rl adalah negara kesatuanndsigjam desentralistik. Desentralisasi
merupakan salah satu sendi susunan organisasiangg@ag diterima dan disepakati oleh para
pembentuk Negara Republik Indonesia.Penentuarapiliebagai negara kesatuan dengan sistem
desentralistik inilah yang membawa konsekuensi yaanusan-urusan pemerintahan yang harus
didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang kebih Atau dengan perkataan lain pilihan
tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanysggteman yang jelas mengenai hubungan
antara Pusat dan Daerah.

Dalam sistem negara kesatuan, seperiyadilegara Kesatuan RI ditemukan adanya dua
cara yang dapat menghubungkan antara Pemerintat Bais Daerah. Cara pertama disebut
sentralisasi, yang mana segala urusan, fungsi,stugan wewenang penyelenggaraan
pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepadahdaera

Pelimpahan melalui dekonsentrasi adalahdelegasian wewenang kepada perangkat
(aparat vertikal) yang berada dibawah hirarkhinyada@erah, sedangkan penyerahan dalam
rangka desentralisasi merupakan pendelegasiannukegzada daerah otonom. Terdapat tiga
faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusgas dan wewenang antara Pusat dan
Daerah yakni, pertama fungsi yang sifatnya berskakional dan berkaitan dengan eksistensi
negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepadaenntah Pusat. Kedua, fungsi yang
menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu dissaliskcara seragam atau standar untuk
seluruh daerah. Fungsi pelayanan ini lebih seswilkudikelola oleh pemerintah pusat
mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan dindalkeala besargconomic of sca)jeKetiga,
fungsi pelayanan bersifat lokal, fungsi ini melkat masyarakat luas dan tidak memerlukan
tingkat pelayanan yang standar (seragam). Fungsikden dapat dikelola oleh pemerintah
daerah. Pewmerintah daerah dapat menyesuaikarapalagengan kebutuhan serta kemampuan

daerah masing-masing.
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Pembagian urusan, tugas dan fungsi dariggung jawab antara Pusat dan Daerah
menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan patagan diselenggarakan oleh Pusat saja.
Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Dasttahberusaha mengatur dan mengurus
serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dedtgyaikian pengaturan mengenai hubungan
pusat dan daerah, khususnya dalam hal ini adalabnigan dalam bidang keuangan merupakan
permasalahan yang memerlukan pengaturan yang kaikprehensif dan responsif terhadap
tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah.

Sejarah juga mencatat, bahwa hubungamaaRizsat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh
adanya tarik menarik antara kepentingan Pusat ganderung sentralistik dan tuntutan Daerah
yang menghendaki desentralistik.

Keadaan tersebut berakibat timbulnya leétiskerasian hubungan antara Pusat dan Daerah.
Namun demikian, menurut Bagir Manan kesulitan nma&an hubungan yang serasi antara
Pusat dan Daerah tidak semata-mata disebabkan tkegzen yang berbeda antara Pusat dan
Daerah, tetapi juga terjadi karena hal-hal:

Lingkungan Pusat (nasional) mencakup semua wilaygagara (teritorial negara). Di pihal lain
wilayah negara dibagi ke dalam daerah-daerah petakén lebih rendabh;

Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawabaaRtsat dan Daerah biasanya diatur
dalam berbagai kaidah hukum khususnya peraturamgeng-undangan;

Pelaksanaan konsepsi negara kesejahteraan membeavalpan pada ruang lingkup

Kedudukan DPRD menurut UU No 5/1974 dan UU No 22/1999

Menurut UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokeknérintahan di Daerah, DPRD dan Kepala
Daerah adalah Pemerintah Daerah (pasal 13 ayafrlijhya, DPRD adalah bagian dari
eksekutif, yang tugasnya lebih mengamankan kebijkiebijakan Kepala Daerah daripada

memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di sisi yamgadalah kenyataan yang tak bisa
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dipungkiri bahwa anggota DPRD terdiri dari wakilkitgoartai yang dipilih oleh rakyat dalam
Pemilu. Konsekuensinya, DPRD harus memperhatikan woi@mperjuangkan kepentingan
masyarakat pemilihnya.

Dengan demikian sebenarnya UU No. 5/197ahtehenempatkan DPRD pada posisi yang
sulit. Di satu sisi sebagai bagian dari Pemerif@akrah ia harus bersatu kubu dengan Kepala
Daerah, sedang di sisi lain sebagai wakil yanglidipakyat ia harus berpihak pada rakyat.
Sementara antara kepentingan rakyat dan kehendadd&Baerah seringkali tidak sejalan. Jika
ada konflik kepentingan seperti itu, maka DPRD lgelaenjadi bumper, siap dicaci rakyat
ketika harus memihak Kepala Daerah. Posisi DPRDakeniejepit dengan posisi ganda Kepala
Daerah yang sekaligus Kepala Wilayah atau sebagarfangan tangan Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah mempunyai banyak kiat unt@mivuat DPRD bisa menjadi mitra kerja
yang manis. Memperhatikan kesejahteraan anggota plapinan Dewan dengan uang
kehormatan yang pantas, mobil dinas, rumah dinas,sésekali studi banding ke luar negeri,
merupakan cara yang sudah lumrah dilakukan. Olednkaitu masyarakat sering kecewa dan
tidak puas dengan kinerja wakil-wakil partai ittaréna merasa kepentingannya tak pernah
digubris. Tapi apa boleh dikata, kesalahan bukata g2PRD, UU menempatkan DPRD pada
posisi seperti itu.

Dengan UU No 22/1999 dan UU No. 32/2004ukiedkan DPRD lebih jelas sebagai badan
legislatif daerah. Sedangkan eksekutif Daerah rfedd#iri Kepala Daerah dengan perangkat
Daerah Otonom yang lain (pasal 1 butir b). Dengamikian maka DPRD dan Kepala Daerah
beserta perangkatnya berada pada kedudukan yabgdaedan berhadapan. Yang menjadi
permasalahan adalah, apakah dengan posisinya yangriy, DPRD akan dapat menciptakan
Pemerintahan Daerah yang lebih demokratis darils@inga, dan apakah aspirasi masyarakat
benar-benar dapat diangkat dalam kebijakan-kebjgkag diambil.

Pemerintah Daerah dalam Peraturan Perundangan

Untuk memahami pelaksanaan Pemerintahamabasecara lengkap, jelas, dan utuh, tak
banyak diperoleh rujukan dari UUD 1945 selaku sunhioikum di Indonesia. Di sana hanya ada
satu pasal yang menyinggung Pemerintahan Daerdh,pasal 18 dengan penjelasannya yang
sangat singkat saja, yang intinya mengandung 6kpfgkkiran berikut ini:

Wilayah RI akan dibagi ke dalam provinsi yang keraodakan dibagi lagi menjadi daerah-

daerah yang lebih kecil.
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Daerah-daerah itu tidak bersifat sebagai staat.

Daerah-daerah itu dapat berupa daerah otonom awamisatratif belaka.

Daerah itu mempunyai pemerintahan.

Dalam membagi wilayah Indonesia serta menentukartukedan struktur pemerintahannya

harus dilakukan berdasar UU.

Pembagian wilayah dan penentuan struktur pemeentadrsebut di atas terutama di daerah-
daerah otonom, dilakukan dengan mengingat sistermysyawaratan dalam pemerintahan

negara dan hak asal-usul daerah yang bersifaeiatm

Terkait dengan butir kelima, yaitu tentgognentuan bentuk dn struktur Pemerintahan
Daerah harus dilakukan dengan UU, maka telah ditarb10 peraturan perundangan, yaitu:
UU No. 1/1945 (berlaku 3 tahun);

UU No. 22/1948 (berlaku 9 tahun);

UU No. 44/1950 (berlaku 7 tahun);

UU No. 1/1957 (berlaku 2 tahun);

Penpres No. 6 /1959;

Penpres No. 5/1960 (berlaku 6 tahun);

UU No. 18/1965 (berlaku hanya beberapa bulan);
UU No. 5/1974 (berlaku 25 tahun);

UU No. 22/1999 (berlaku 5 tahun);

UU No. 32/2004 (berlaku hingga sekarang).

Otonomi dalam UU. 22/1948 yang berlaku di daMadura, sumatera, dan Kalimantan.
Otonomi dalam UU No. 44/1950 berlaku di Sulawesialdlku, dan NTT. Kedua UU itu
menganut sistem otonomi materiil, yaitu pembagimas antara Pusat dan Daerah dirinci secara
tegas. Artinya, yang menjadi urusan rumah tanggaattahanya meliputi tugas-tugas yang
ditentukan satu persatu oleh UU. Ada juga yangéetppat kedua UU itu menganut otonomi
formil. Tidak ada perbedaan sifat antara urusam yiselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Optonom. Klaupun ada pembagag@s tantara kduanya, itu dilakukan atas

pertimbangan rasional dan segi praktisnya. Artippganbagian tugas itu tidak disebabkan oleh
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[perbedaan sifat materi yang diatur melainkan kerkayakinan bahwa kepentingan Daerah
dapat lebih baik dan berhasil jika diselenggaraleh Daerah itu sendiri dari pada oleh P
usat.

Sementara itu, UU No. 1/1957 menurut baeeiorang dianggap menggunakan perpaduan
antara sistem otonomi materiil dan formil atau y&egnudian dikenal dengan sistem rumah
tangga yang riil, yaitu otonomi yang didasarkangp&dadaan dan faktor-faktor yang nyata,
sehingga tercapai harmoniantara tugas dengan kenangan kekuatan, baik dalam daerah itu
sendiri maupun dengan pemerintah Pusat. Sistem yamg, yaitu otonomi riil yang seluas-
luasnya, juga ditemukan dalam Penpres No. 6?195®taNo. 8/1965 (Abdurrahman, 1987:17

Di awal Orde Baru, diperdebatkan apakalaleaerah diberikan otonomi seluas-luasnya
atau dalam batas-batas tertentu. TAP MPRS No. XRR#/1966 kemudian memberikan
otonomi seluas-luasnya kepada Daerah. Untuk ituuaeorusan diserahkan kepada Daerah
berikut semua aparatur dan keuangan, kecuali haldray bersifat Nasional yang akan diatur
dan ditentukan dengan UU (pasal 2).

Tahun 1973 terjadi lagi perubahan pandangatang konsep otonomi yang diberikan pada
daerah. Dalam GBHN tahun 1973 dinyatakan bahwandatamgka melancarkan pelaksanaan
pembangunan di sekluruh pelosok negara dan dalambima kestabilan politik serta kesatuan
bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemepuosatt dan daerah atas dasar keutuhan
Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otoeenah yang nyata dan bertanggung
jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangDaerah dan dilaksanakan
bersama-sama dengan dekonsentrasi. Dari bunyi GBHBlas bahwa otonomi yang diberikan
sekalipun nyata, tapi tangan pusat masih kuat nrmgfkegam daerah.

Prinsip penggunaan otonomi yang nyatalsatanggung jawab ini kemudian dituangkan
dalam UU No. 5/1974 yang berlaku di negara ini mal&25tahun. Dalam penjelasan umum
angka 1 huruf e, hal itu dinyatakan dengan teghw/aarinsip yang dipakai bukan lagi otonomi
riil yang seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nykta bertanggung jawab. Sekalipun demikian,
dalam membicarakan sistem otonomi daerah, UU N®@74 itu sendiri tidak menyebut tentang
sistem otonomi tersebut. Ini disebabkan karenaamhdryang nyata dan bertanggung jawab itu
dipandang sebagai salah satu prinsip penyelenggar&somi daerah (Sujamto, 1984, 73).

Begitu juga dalam pasal 7 misalnya, meskipun jysalnya tertera otonomi daerah, tapi yang
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disebutkan hanyalah kewenangan dan kewajiban Daerahgatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri sesui dengan peraturan perundgagg berlaku.

Kewenangan Daerah M enurut UU No. 5/1974

Menurut UU ini, otonomi daerah adalah halewenang, dan kewajiban daerah untuk
mengatur rumah tangganya sendiri atau disebut ael@anyelenggara “self government”.
Adapaun penyelenggaraan pemerintahan di Daerabattidgan pada 5 prinsip, yaitu:
Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah hagnsnjang perjuangan rakyat, yaitu
memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkaejahteraan rakyat Indonesia
seluruhnya;
Merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
Asas desntralisasi dilaksanakan bersama-sama deagas dekonsentrasi dan memberi
kemungkinan juga bagi pelaksanaan asas tugas pamban
Mengutamakan aspek keserasian dan pendemokrasian;
Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penggéga pemerintahan di daerah, terutama
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada akasyantuk meningkatkan pembinaan
kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Dari 5 prinsip ini jelas kelihatan bahwalgksanaan otonomi daerah masih membatasi
kewenanganh daerah oleh Pusat dengan penerapadekssssentrasi dan tugas pembantuan.
Pembatasan kewenangan ini juga dapat dilihat délanyi pasal 8 UU No. 5/1974 tentang
penyerahan urusan yang ditetapkan dengan Peraé®emerintah (PP), yang sampai saat tidak
diberlakukannya UU ini masih banyak PP yang belibbnat, sehingga penyerahan urusan tidak
terlaksana sepenuhnya. Begitu juga pasal 9 tenpmmgrikan kembali urusan yang telah
diberikan kepada Daerah. Kedua pasal ini menunjuldegaimana otonomi membuat Daerah
tidak otonom sepenuhnya.Keadaan lebih parah lagakaa urusan yang dioserahkan ternyata
tidak sesuai dengan kondisi daerah.

Sampai dengan dicabutnya UU No. 5/1974 madé 17 dari 41 Peraturan Pelaksanaan
yang belum ditindaklanjuti, yaitu:
Pasal 4 ayat 1 : Perubahan Batas, Ganti Nama D&eR);
Pasal 8 ayat 1 : Penyerahan Urusan (PP);
Pasal 9 : Penarikan Urusan (Perat. ReSEL RI);
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Pasal 12 : Medebewind (Perat. Per-UU-an);

Pasal 27 : Anggota, Pimpinan, Sumpah DRRD);

Pasal 29 ayat 3: Hak Angket DPRD (UU);

Pasal 33 ayat 2: Tindak Kepolisian terhadap AngB®&D (UU);

Pasal 46 ayat 3: Badan Pertimbangan Daerah (Peagend

Pasal 54 ayat 2: Pembinaan Pegawai Negeri DiparkamiPer-UU-an);

Pasal 56 : Penyerahan Pajak Negara pagiabéJU);

Pasal 57 : Hubungan Keuangan Pusat darab&egU);

Pasal 59 : Perusahaan Daerah (UU);

Pasal 72 ayat 4: Kota Administratif (PP);

Pasal 75 : Pembentukan, penghapusan, katagan Ibukota wilayah (PP);

Pasal 86 ayat 2: Polisi Pamong Praja (PP);
Pasal 86 ayat 3: Polisi Pamong Praja (Permendagri);

Pasal 89 : Organisasi, hub Kerja peranBkaterintah Daerah (PP).

Belum ditindaklanjutinya ketentuan-ketemtuini bisa dipastikan kewenangan Daerah
untuk berotonomi mengatur dan mengelola rumah tamggy sendiri seperti yang dimaksudkan
oleh UU No. 5/1974 belum dapat terpenuhi. Bukanyhaerkesan tarik-tarikan kewenanganh
antara Pusatdan Daerah, tapi juga rebutan rejekneStara itu DPRD dikebiri dengan tidak
dapat dilakukannya hak angket, karena UU nya b@keimah dibuat oleh DPR selama 25 tahun.

Kewenangan Daerah yang terbatasi ini tamgdialsdalam proses pengesahan Peraturan
Daerah. Setelah rancangan Perda dibahas tuntasDR&D dalam beberapa tahapan dan
disepakati untuk dijadikan Perda, masih diperlugangesahan oleh Pemerintah atasnya. Jika
peran itu menyangkut pajak atau retribusi daerakanpengesahan harus dilakukan oleh Pusat
(Depdagri). Pemerintah pusat dapat menolak, mentagatan/revisi, atau menyetujui. Dengan
campur tangan Pusat seperti ini bisa dipastikaydlaRerda yang semula sudah dibahas DPRD
dengan memperhatikan kepentingan daerah/masyaetieahpat, ketika disyahkan Pusat dengan
revisi menjadi sesuatu yang aneh bagi daerah.

UU No. 5/1974 memang jelas telah membatagiekangan Daerah, tapi lebih tragis lagi
adalah terpasungnya kewenangan DPRD yang konoahadaitra Kepala Daerah. Sekalipun

pasal 13 ayat 1 secara tegas menyebutkan bahwaiR@méaerah adalah Kepala Daerah dan
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DPRD, tapi dalam praktek jelas sekali bahwa DPRButeordinasikan Kepala Daerah. Hal ini
mudah dimngerti karena beberapa alasan. Pertarpalakdaerah lebih menguasaui masalah di
daerahnya daripada DPRD, karena ia memiliki stafyalmg profesional dalam berbagai bidang.
Kedua, dalam hal dana, DPRD bergantung pada Kdpat&ah (eksekutif), sehingga secara
moril dia kalah berhadapan dengan Kepala Daeraligdeanggota DPRD dibatasi masa
baktinya hanya 5 tahun(bisa diangkat kembali jikeniu berikutnya partainya memperoleh
suara cukup) dan setiap tahun mengalami rotasi patiap komisi, sehingga kurang punya
kesempatan mendalami bidang tugasnya secara mnodesKeempat, Kepala Daerah sebagai
mitra DPRD, selain berkedudukan sebagai kepala dba@tonom, dia juga sebagai Kepala
Wilayah yang merupakan kepanjangan tangan Pemerifugat. Dalam kedudukannya seperti
ini mudah dimengerti jika Kepala Daerah menjadiHaimggi kedudukannya ketimbang DPRD.

ltulah sebabnya, selama pemerintahan Orael, Bhampir semua Raperda berasal dari
Kepala Daerah (beserta stafnya). Bahkan dibebeatapah ditemukan bahwa untuk menyusun
Perda, secara teknis perundang-undangan, DPRD &titigkanyak dibantu oleh Bagian Hukum
Pemda Tingkat Il. Jika Raperda daaaaaatang daal&eaerah, saat menyusun dibantu oleh staf
kepala Daerah, dan saat diundangkan di LembararaBamang berperan juga Kepala daerah,
maka tidak mengherankan jika kala itu DPRD dijultikkang stempel”. Menyakitkan memang,
tapi itulah yang terjadi. DPRD hanya sebagai pddapgenderita dalam Pemerintahan Daerah
berdasar UU No. 5/1974.

Kewenangan daerah mengurus daerahnya séddkidapat sepenuhnya dilakukan. Karena
menurut UU No. 5/1974, otonomi ditetapkan lebihaggh kewajiban daripada hak. Sementara
kedudukan Kepala Daerah dalam statusnya sebagail&¥®yilayah, menjadi penguasa tunggal
di bidang pemerintahan dan pembangunan. Ini betatharus mempertanggungjawabkannya
pada Pemerintah Pusat, yaitu Presiden melalui Mgndbukan kepada DPRD. Rangkap
kedudukan sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilagddm diri satu orang, bukan hanya
menimbulkan kerancuan tapi juga memperlemah DPREIia® terjadi perbedaan pendapat
antara DPRD dengan Kepala Daerah hampir selalundingkan Kepala Daerah yang sekaligus
sebagai Kepala Wilayah dengan dalih demi kepemimdgsional yang diamanatkan oleh Pusat.
Bagaimana pengaturan perbedaan pendapat sepersama sekali tidak diatur oleh UU No.
5/1974.
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Kedudukan DPRD dari waktu ke Waktu

Kedudukan dan wewenang DPRD menurut karsstiti Indonesia mengalami pasang surut.
Pada awal kemerdekaan, UU No. 1/1945 yang ditebitkanggal 23 November 1945
menyebutkan DPRD yang saat itu bernama Badan Pe#awdkakyat Daerah (BPRD) dipimpin
oleh Kepala Daerah. BPRD berwenang memilih badaalekif yang juga dikepalai oleh Kepala
Daerah, yang sekaligus adalah aparat Pusat. Jadatsglas bagaimana sangat lemahnya
kedudukan DPRD saat itu, begitu pula kewenangannya.

Tahun 1948, dengan diterbitkannya UU Nd1228 barulahy kedudukan dan kewenangan
DPRD terangkat pesat. Berdasarkan undang-undamPiRD memegang kekuasaan pemerintah
Daerah. Di sana disebutkan bahwa Pemerintah Datxahri dari DPRD dan Dewan
Pertimbangan Daerah (DPD) yang diketuai oleh Kep&rah, dan kekuasaan Pemerintah
Daerah ada di tangan DPRD. Sedangkan DPD bertagggwab kepada DPRD. Ini berarti
kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah.

Penetapan Presiden No. 6/1959 kemudian geeagoti kewenangan DPRD, karena dalam
Penpres ini disebutkan bahwa Kepala Daerah tidgk Bbartanggungjawab kepada DPRD.
Bahkan Kepala Daerah dinyatakan sebagai alat DadmahPusat. Dengan ini maka tersirat
bahwa DPRD berada di bawah Kepala Daerah karenalkdnnya sebagai alat pusat.

UU No. 6/1959 yang kemudian terbit, mepkém bahwa DPRD dan Kepala Daerah
adalah Pemerintah Daerah. Mensejajarkan DPRD deKgpala daerah sebagai mitra, bukan
berarti mengangkat lembaga ini pada posisi yani Ibhik dalam Pemerintahan Daerah, tapi
justru melepaskan lembaga ini dari fungsinya sebagttusi demokrasi di Daerah.

Pensejajaran antara DPRD dengan Kepala bDaeaaih dilanjutkan dalam UU No. 5/1974,
meskipun Kepala Daerah dipilih dan dicalonkan dd¥tRD. Tak adanya pemisahan yang jelas
antara lembaga eksekutif dan legislatif di daematbukan saja mengaburkan fungsi dan peran
kedua lembaga itu, tapi juga meniadakan sistemré&bigrhadap kinerja Pemerintah Daerah
(Pemda). Akuntabilitas Pemda tidak pernah dipeekay. Tiadanya sistem Check and balances
telah memungkinkan Kepala Daerah tidak mempertamgjgwabkan kepemimpinannya kepada
masyarakat yang dipimpin melalui wakil-wakil merekdDPRD.

Lahirnya UU No. 22/1999 meniupkan anginasggada Daerah. Dalam pertimbangannya,

UU ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonoematiadiperlukan antara lain untuk lebih
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menekankan prinsip demokrasi, dan meningkatkannpsesta masyarakat. Begitu pula dalam
pasal 1 butir h dijelaskan bahwa otonomi daeralupsan kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sstengmurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan paghdaangan. Bunyi pasal 1 UU No.
22/1999 ini merupakan perubahan yang mendasapasas$ 1 butir c UU No. 5/1974. Jika dalam
UU No. 5/1974 yang diatur dalam otonomi daerahadalmah tangganya, maka dalam UU No.
22/1999 yang diatur dan diurus adalah kepentingasyarakat. Ini sesuai dengan maksud
penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri, yarngshdilaksanakan dengan prinsip-prinsip
demokrasi (TAP MPR No. XV/MPR/1998).

Dalam sisitemm yang demokratis, menurut Rdbeahl rakyatlah yang memberi kedaulatan.
Secara spesifik, demokrasi membuka peluang rakgatdapatkan pemimpin yang ligitimate,
artinya rakyat diberi kesempatan untuk menerimau at@enolak orang-orang yang akan
memerintah mereka (Ryaas, 1996:17). Selain itunda@amokrasi ada peluang yang lebih besar
bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatarjddedn.

DPRD sebagai lembaga legislatif Daerah yarggata-anggotanya dipilih oleh masyarakat
di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar sisgmadiakomodasikan. Peluang untuk itu
dibukakan pintu lebar oleh UU No. 22/1999. Dalansgba22 butir ¢, d, dan e secara tegas
dinyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban membgeraotrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteragratrak Daerah berdasarkan demokrasi
ekonomi, memperhatikan dan menyalurkan aspirasinenmea keluhan dan pengaduan
masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut ptgsgannya. Dengan pasal ini demokratisasi
pemerintahan di Daerah terbuka lebar. Masalahnyaileng pada kemauan dan iktikad baik
para wakil rakyat itu nsendiri. Partisipasi maskatali daerah tak ada masalah. Mereka sangat
santer menyuarakan keinginann pada para wakilr/@arnan kesadaran politik masyarakat
daerah sudah cukup tinggi.

Dengan kewenangan yang dimiliki, DPRD dapahgontrol kinerja eksekutif agar terwujud
good governance seperti yang diharapkan rakyat.i Dengurangii beban masyarakat, DPRD
dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya tgngerlu, dalam memberikan pelayanan

kepada warganya.
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Kesimpulan

Dikeluarkannya UU No. 22/1999 telah membeanyak perubahan pada pelaksanaan
otonomi daerah, karena kedudukan DPRD tidak lagijage bagian Pemerintah Daerah, tapi
sebagai Badan Legislatif Daerah. Ini berarti pefuantuk menciptakan demokrasi di daerah
terbuka lebar, kepentingan masyarakat setempat 8l terwadahi, dan potensi daerah dapat
dimanfaatkan secara optimal. Campur tangan Puskthsbanyak dikurangi, sehingga daerah
lebih mandiri.

Otonomi daerah menyebabkan setiap daeaals ldapat membiayai dirinya, karena Dana
dari Pusat terbatas sekali. Untuk itu ia harus ngkatkan PADnya yang akhirnya membebani
masyarakat dengan intensifikasi dan ekstensifikpgjak dan retribusi daerah. Lebih
menyedihkan lagi bila penggunaan dana tersebut da kaitan langsung dengan kebutuhan
masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah ternyata cemglenemindahkan korupsi dari pusat ke daerah
dan menciptakan raja-raja kecil di daerah. Inilolidkan karena kewenangan DPRD yang besar
itu tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, nmdan untuk diri sendiri. Praktek money
politics bukan lagi rahasia, sehingga pertangguvap@n KDH seringkali lolos dengan mulus
dihadapan DPRD. Perilaku “aji mumpung” di kalangarggota DPRD dilatarbelakangi oleh
rasa kurang percaya diri, sehingga merasa tidakjadaan dirinya terpilih kembali dalam
pemilu yang akan datang. Akibatnya fungsi kontidbk berjalan, dan clean governance di
daerah sulit terwujud.

Pelaksanaan otonomi daerah cenderung ntekaip egoisme daerah yang tinggi dan
cenderung melupakan kerangka yang lebih besay Magara Kesatuan yang wujudnya adalah
Pemerintah Pusat. Campur tangan Pusat di daerahemgemmarus dibatasi, tapi bukannya
dihilangkan sama sekali. Jika ini tidak dapat diledn dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka

disintegrasi akan menjadi ancaman, terutama diFsaaerintahan Pusat lemah.
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